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Ahmad Sadly Mansur (B111 09 060), Tinjauan Yuridis Eksistensi 
Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang 
Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan), dibimbing oleh 
Yunus Wahid sebagai pembimbing I dan Anshori Ilyas sebagai 
pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap 
eksistensi hutan adat dalam peraturan dan perundangan nasional serta 
untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi hutan adat. 
 
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan 
data dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang 
terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan 
penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku 
yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh 
dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.  
 
Berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis 
selama penelitian, maka hasil didapatkan adalah antara lain: (1) 
Perlindungan terhadap hutan adat dalam Peraturan Perundang-Undangan 
tidak lepas dari pengakuan masyarakat hukum adatnya terlebih dahulu. 
Kehadiran Frase “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang” dalam Peraturan 
Perundang-Undangan telah menjadi tantangan bagi eksistensi 
masyarakat hukum adat, Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 menjadi dasar  bagi 
perlindungan eksistensi masyarakat hukum adat. Untuk itu, perlu 
pengakuan Masyarakat hukum adatnya terlebih dahulu yang di atur di 
dalam Peraturan Daerah pengakuan masyarakat hukum adat (atau 
dengan nama lain), sebagaimana Pasal 67 Ayat 2 UU No 41 Tentang 
Kehutanan. (2) Dengan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan, 
masyarakat hukum adat Ammatoa akan senantiasa  menjaga  
kelestarian  hutan. Jika tidak, mereka sendiri yang akan merasakan 
akibatnya. Akan terjadi kekeringan dan gagal panen, serta tidak dapat 
menjalankan aktivitas lainnya yang selalu dibahasakan oleh mereka 
"kehidupan akan hancur" dalam Pasang ri Kajang sebuah aturan yang 
sampai saat ini masih eksis. Melalui  Putusan Mahkamah Konstitusi 
No.35/PUU-X/2012 oleh Pemerintah Daerah dan Instansi terkait beserta 
DPRD di Kabupaten Bulukumba dan Masyarakat hukum adat Ammatoa, 
bersama-sama merancang Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat 
Hukum adat  untuk melindungi Eksistensi hak-hak masyarakat hukum adat 
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A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 
sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat 
beserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki posisi 
konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ditegaskan 
dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 18B Ayat 2 yang 
menyatakan bahwa: 
”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam 
undang-undang” 
 
Pada Pasal 28 I Ayat 3 menyatakan bahwa: 
 
”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban”. 
 
Konstitusi yang telah mengatur tentang hak masyarakat adat atas 
hutan hanyalah berposisi sebagai panduan secara umum. Untuk 
pelaksanaannya diserahkan kepada peraturan di bawahnya. Masalah 
yang justru pada penurunannya semangat konstitusi tersebut ke dalam 
undang-undang di bawahnya. Adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 
1999 Tentang Kehutanan yang dianggap bermasalah oleh sejumlah pihak 
menunjukkan bahwa terdapat pola pikir yang keliru dalam 
mengoperasionalisasikan semangat hukum untuk menjamin hak 
masyarakat adat atas hutan adat. 
2 
Banyak sekali wilayah adat termasuk hutan adat yang dikleim oleh 
Kehutanan secara sepihak sebagai kawasan hutan dan kemudian 
memunculkan tumpang-tindih kleim yang berdampak pada konflik-konflik, 
termasuk juga pelanggaran HAM. Hak-hak masyarakat adat dengan jelas 
telah dilindungi sebagai hak asasi manusia, sebagaimana yang tertuang  
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang ketentuan pokok 
Hak Asasi Manusia melalui Pasal 6 (1) : 
“Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan 
kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan 
dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. 
 
Ayat (2) menyatakan : 
“Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas 
tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”. 
Kemudian, karena dianggap melanggar hak konstitusional 
masyarakat adat, sehingga UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
diajukan judicial review1. Pengujian UU Kehutanan tersebut yang diajukan 
oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat 
Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Adat 
Kesepuhan Cisitu kepada Mahkamah Konstiusi dengan nomor registerasi 
35/PUU-X/2012.  
Ketiga pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal-Pasal yang 
ada dalam UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terkait dengan 
status hutan adat dan pengakuan bersyarat masyarakat adat, yang 
                                                             
1
  Permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan oleh pihak 
yang menganggap  hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh 
berlakunya undang-undang, yaitu: (1) Perorangan Warga  Negara Indonesia; (2) 
kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
diatur dalam Undang-undang; (3) badan hukum publik atau privat; atau (4) lembaga 
Negara. (Pasal 51 Ayat (1) UU MK). 
3 
kemudian pada tanggal 16 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi mengabulkan 
permohonan para pemohon untuk sebagian. 
Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menjamin keberadaan 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur 
dengan Undang-Undang dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Sekalipun 
disebut masyarakat hukum adat, masyarakat demikian bukanlah 
masyarakat yang statis. Gambaran masyarakat hukum adat masa lalu 
untuk sebagian, kemungkinan besar telah mengalami perubahan pada 
masa sekarang. Bahkan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya di 
berbagai tempat, lebih-lebih di daerah perkotaan sudah mulai menipis dan 
ada yang sudah tidak ada lagi. Masyarakat demikian telah berubah dari 
masyarakat solidaritas mekanis menjadi masyarakat solidaritas organis. 
Dalam masyarakat solidaritas mekanis hampir tidak mengenal pembagian 
kerja, mementingkan kebersamaan dan keseragaman, individu tidak boleh 
menonjol, pada umumnya tidak mengenal baca tulis, mencukupi 
kebutuhan sendiri secara mandiri (autochton), serta pengambilan 
keputusan-keputusan penting diserahkan kepada tetua masyarakat 
(primus interpares). Di berbagai tempat di Indonesia masih didapati 
masyarakat hukum yang bercirikan solidaritas mekanis. Masyarakat 
demikian merupakan unikum-unikum yang diakui keberadaannya 
(rekognisi) dan dihormati oleh UUD 1945. Sebaliknya masyarakat 
solidaritas organis telah mengenal berbagai pembagian kerja, kedudukan 
4 
individu lebih menonjol, hukum lebih berkembang karena bersifat rational 
yang sengaja dibuat untuk tujuan yang jelas.2 
Seperti halnya Masyarakat Adat Ammatoa dalam melestarikan 
kawasan hutannya seolah-olah memberi secercah harapan bagi 
kelestarian lingkungan alam. Masyarakat Adat Ammatoa yang hidup di 
Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengelola sumberdaya hutan 
secara lestari. Hal ini disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan 
lingkungan hutannya didasari atas pandangan hidup yang arif, yaitu 
memperlakukan hutan seperti seorang ibu yang harus dihormati dan 
dilindungi yang hingga kini masih eksis dan melakukan sistem 
pengelolalaan hutannya dengan cara adat. Sebagai masyarakat adat yang 
masih eksis, Masyarakat Adat Ammatoa hingga saat ini kawasan hutan 
adatnya belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai hutan adat.  
Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat edaran No SE 
1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-
X/2012 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur, 
Bupati/Walikota dan Kepala Dinas kehutanan seluruh Indonesia. Dalam 
surat edaran tersebut Menteri Kehutanan menegaskan bahwa penetapan 
kawasan hutan adat tetap berada pada menteri kehutanan. Penetapan 
tersebut dilakukan bila masyarakat adat telah ditetapkan terlebih dahulu 
oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah. Dengan demikian, 
proses yang harus dilalui oleh masyarakat adat untuk mengelola hutan 
adat masih sangat panjang. Tahap pertama adalah mendorong 
                                                             
2
  Putusan Mahkamah Konstitusi  No. 35/PUU-X/2012. Hlm 176 
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pengakuan pemerintah daerah atas eksistensi masyarakat adat dan 
kemudian mendorong penetapan Menteri Kehutanan.  
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menjadi alasan penulis 
memilih judul “Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan 
MK No 35/PUU-X/2012” (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba 
Provinsi Sulawesi Selatan). 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Sejauh mana perlindungan terhadap eksistensi hutan adat dalam 
prinsip-prinsip perundangan nasional? 
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan putusan 
Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi 
hutan adat? 
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap eksistensi hutan adat 
dalam prinsip-prinsip perundangan nasional.  
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan putusan 
Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi 
hutan adat. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang 
kajian-kajian hukum kehutanan.  
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2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 











A. Hutan  
1. Definisi Hutan 
Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan 
forrest (Inggris). Forrest merupakan daratan tanah yang bergelombang, 
dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti 
pariwisata.3 Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat 
oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini 
terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai 
penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, 
modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah 
satu aspek biosfer Bumi yang paling penting4. 
Di dalam hukum Inggris Kuno, forrest (hutan) adalah suatu daerah 
tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonaan, tempat hidup binatang 
buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan 
tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi 
raja dan pegawai-pegawainya (Black, 1979:584), namun dalam 
perkembangan selanjutnya cirri khas ini menjadi hilang.5 
Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah 
“sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yag cukup luas 
sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak 
lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh 
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tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat 
yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan 
vertikal).” 
 
Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah: (1) adanya 
pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savanna 
dan kebun), dan (2) pepohonan tumbuh secara berkelompok. 
Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor  
41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 
berisi sumber daya alam hAyati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 
dipisahkan.6 
Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu: 
1. unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang 
disebut tanah hutan, 
2. unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora, dan fauna, 
3. unsur lingkungan, dan 
4. unsur penetapan pemerintah. 
 
2. Sejarah dan Perkembangan Perundang-undangan Di Bidang 
Kehutanan 
a. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda 
Pada zaman Pemerintah Hindia Belanda telah banyak produk 
hukum yang mengatur kehutanan. Momentum awal dari pembentukan 
hukum di bidang kehutanan dimulai dari diundangkannya Reglemen 1865, 
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pada tanggal 10 September 1865. Oleh karena itu, pembahasan tentang 
perundang-undangan Hindia Belanda dimulai dari Reglemen ini. 
1) Reglemen Hutan 1865 
Reglemen 1865 mengatur tentang Pemangkuan Hutan dan 
Exploitasi Hutan. Reglemen ini pada mulanya dirancang oleh 
sebuah komisi yang terdiri dari tiga anggota, yaitu: 
1. Mr. F.H. der Kindiren, yaitu Panitera pada Mahkamah 
Agung. 
2. F.G. Bloemen Waanders, yaitu seorang Inspektur 
Tanaman Budi Daya. 
3. E. van Roessler, yaitu seorang Inspektur Kehutanan. 
Komisi ini bertugas untuk menyusun rencana Reglemen 
(peraturan) untuk pemangkuan dan eksploitasi hutan, serta 
pemberian izin penebangan, dan cara pemberantasan kayu gelap. 
Pada tanggal 10 Agustus 1861 Komisi telah mengajukan 
kepada Pemerintah tiga buah rancangan, yaitu : (1) reglemen untuk 
pemangkuan hutan dan eksploitasi hutan Jawa dan Madura, dan 
segala sesuatu yang berkaitan dengan itu berikut nota 
penjelasannya, (2) rancangan petunjuk pelaksanaan untuk 
penanam dan pemeliharaan pohon jati dalam hutan Pemerintah di 
Jawa dan Madura, berikut nota penjelasannya dan (3) rancangan 
petunjuk pelaksanaan tentang penebangan dan pemeliharaan, 
pengujian, dan pengukuran kayu jati dalam hutan Pemerintah di 
Jawa dan Madura. 
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Hal yang diatur dalam reglemen 1865, yaitu: (1) pengertian 
hutan (2) hutan jati milik Negara termasuk juga hutan jati yang 
ditanam dan dipelihara oleh rakyat atas perintah Pemerintah, (3) 
eksploitasi hutan. Eksploitasi hutan jati Negara dilakukan semata-
mata oleh usaha partikelir, dengan dua cara, yaitu pengusaha 
diwajibkan untuk membayar retribusi setiap tahun dalam bentuk 
uang dan dihitung berdasarkan nilai kayu dan lamanya izin, dan 
pengusaha tidak perlu membayar kayu pada Negara, serta untuk 
keperluan Negara dengan menerima pembayaran tertentu untuk 
upah penebangan atas elo kubik (1 elo = 68,8 cm), (4) diwajibkan 
penerimaan alam, dan untuk peremajaan alam, dan untuk 
peremajaan buatan diperlukan surat kuasa dari Gubernur Jenderal, 
(5) para inspektur dalam menjalankan dinasnya berwenang 
memberikan perintah dan petunjuk kepada Houtvester (pejabat 
pemerintah yang memangku hutan) dan harus dilaporkan kepda 
Direktur Tanaman Budi Daya, (6) hutan di bawah pemangkuan 
teratur, dan (7) pemberian wewenang kepada Residen untuk 
memberi perintah penebangan hutan jati yang tidak teratur, dengan 
pengesahan dari Direktur Tanaman Budi Daya. Surat izin untuk 
melakukan penebangan hanya dapat diberikan oleh Gubernur 
Jenderal. 
Reglemen 1865 itu berlaku selama Sembilan tahun karena 
pada tahun 1874 diganti dengan reglemen hutan baru.  
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2) Reglemen Hutan 1874 
Reglemen Hutan 1874 timbul disebabkan banyaknya masalah 
dalam pelaksanaan Reglemen 1865. 
Ada dua masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reglemen 
1865, yaitu: (1) musnahnya hutan yang dikelola secara tidak 
teratur, disebabkan adanya pemisahan hutan jati yang dikelola 
secara tidak teratur, dan (2) banyaknya keluhan mengenai 
pembabatan hutan dalam pengadaan kayu untuk rakyat, 
pembangunan perumahan, perlengkapan, bahan bakar, dan lain-
lain. 
Berdasarkan dua masalah di atas, Pemerintah Hindia belanda 
meninjau kembali Reglemen 1865 dan kemudian diganti dengan 
Regelemen 1874 tentang Pemangkuan Hutan dan Eksploitasi 
Hutan di Jawa dan Madura. Reglemen diundangkan pada tanggal 
14 April 1874. 
Inti reglemen 1874, adalah seperti berikut: (1) diadakan 
pembedaan hutan jati dan hutan rimba; (2) pengelolaan hutan jati 
menjadi dua: hutan jati yang dikelola secara teratur, dan yang 
belum ditata akan dipancang, diukur, dan dipetakan. Hutan ini 
dibagi dalam distrik hutan; (3) distrik hutan dikelola oleh 
Houtsvester/Adspiran Houtsvester (calon houtsvester); (4) 
eksploitasi hutan sama dengan yang tercantum dalam reglemen 
1865; (5) untuk tujuan tertentu masyarakat dapat meminta surat izin 
penebangan/mengeluarkan kayu dalam jumlah yang terbatas. 
Surat izin itu yang berwenang mengeluarkannya Direktur 
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Binnenlands Bestuur (Pemerintahan Dalam Negeri); dan (6) 
pemangkuan hutan rimba yang dikelola secara teratur berada di 
tangan Residen, dan di bawah perintah Direktur Binnenlands 
Bestuur dibantu oleh seorang Houtsvester. 
Reglemen Hutan 1874 ini tidak hanya berlaku di Jawa dan 
Madura, tetapi berlaku juga di Vorstenlanden (tanah kasunan dan 
kesultanan) sepanjang Pemerintah berhak atas kayu yang ada di 
hutan daerah itu, kecuali hutan yang pemangkuan dan 
pemanfaatannya sudah diserahkan kepada pihak ketiga.   
3) Reglemen Hutan 1897 
Reglemen Hutan 1874 diubah dengan Ordonansi 26 Mei 1882 
dan Ordonansi 21 November 1894, tetapi akhirnya diganti dengan 
Ordonansi Kolonial 1897, secara singkat disebut boschreglement 
(Reglemen Hutan) 1897. Resminya reglemen itu disebut 
“Reglemen Hutan untuk Pengelolaan Hutan-Hutan Negara di jawa 
dan Madura 1897”. Reglemen Hutan 1897 dijabarkan lebih lanjut 
dalam Keputusan Pemerintah Nomor 21 tahun 1897 tentang 
“reglemen untuk Jawatan Kehutanan Jawa dan Madura” atau 
disingkat Dienstreglemen (Reglemen Dinas) tertanggal 9 Februari 
1897 Nomor 21 tahun 1897. Dienstreglemen ini mengatur tentang 
organisasi jawatan kehutanan dan ketentuan pelaksanaan 
Boschreglement.  
Reglemen Hutan 1897 berbeda dengan Reglemen 1874. 
Ketentutan yang penting Reglemen 1897, yaitu: (1) pengertian 
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hutan Negara, (2) pembagian hutan Negara, (3) pemangkuan 
hutan, dan (40 eksploitasi hutan. 
Ada tiga unsur esensial hutan Negara, yaitu: (1) semua lahan 
bebas yang gundul (tidak ditumbuhi pepohonan, atau tanpa 
vegetasi selama belum ditentukan peruntukannya) merupakan 
domein Negara, (2) semua lapangan dicadangkan pemeritah demi 
kepentingan mempertahankan dan memperluas hutan, serta 
termasuk semua lahan yang pada penataan batas dimasukkan 
dalam kawasan hutan, dan (3) tanaman hutan yang telah atau akan 
dibina Negara selama pemangkuannya belum diatur sendiri. 
4) Reglemen Hutan 1913 
Reglemen hutan 1897 hanya berlaku selama 16 tahun. 
Kemudian diganti dengan Ordonansi Kolonial 30 Juli 1913 
ditetapkan “Reglemen untuk pemangkuan hutan Negara untuk 
Jawa dan Madura 1913, yang mulai berlaku 1 Januari 1913.” 
Hal-hal yang diatur dalam Reglemen Hutan 1913, adalah 
sebagai berikut: 
1. Pemangkuan hutan, yang mencakup penataan hutan, 
penelitian hutan, pemangkuan hutan dalam arti sempit, 
berikut pengelolaan perkebunan getah kautsjuk (getah 
susu) dari pohon-pohon tertentu dan pengamanan hutan. 
2. Eksploitasi Hutan. 
3. Pengamanan hutan. 
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4. Pemberian izin kepada masyarakat untuk menggembala 
ternak dalam hutan Negara, dan memungut pakan ternak, 
kecuali di hutan atau bagian hutan tertentu yang 
keadaannya tidak mengizinkan bagi tindakan demikian. Di 
samping itu, rakyat/masyarakat di sekitar hutan diizinkan 
memungut buah-buahan, rumput, alang-alang, rotan dan 
pemungutan kulit kayu. 
5. Pemberian izin untuk berburu dan menyandang senapan di 
dalam hutan jadi dan hutan rimba yang ditata. Izin itu 
dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Daerah. 
5) Ordonansi Hutan 1927 
Ordonansi Hutan 1927 terdiri atas 7 bab 31 Pasal. Hal-hal 
yang diatur dalam Ordonansi Hutan 1927, yaitu: (1) pengertian 
hutan (Pasal 1 sampai Pasal 6); (2) susunan hutan (Pasal 7); (3) 
penyelidikan hutan (Pasal  8); (4) pengurusan hutan (Pasal 9 
sampai Pasal 13); (5) perlindungan hutan (Pasal 14 sampai Pasal 
15); (6) pengumpulan hasil hutan, pengembalaan hewan, 
memotong makanan hewan, dan pengambilan rumput-rumputan 
(Pasal 16 sampai Pasal 18); (7) ketentuan pidana dan penutup 
(Pasal 19 sampai Pasal 31 Ordonansi Hutan 1927). Ketentuan 
pidana yang diatur dalam Ordonansi Hutan 1927 berupa pidana 
denda dan pidana kurungan selama tiga bulan bagi perusak hutan. 
Sifat perbuatan pidananya adalah pelanggaran. 
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b. Zaman Jepang 
Pada tanggal 7 Maret 1942 Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon 
telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942. Pasal 3 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1942, berbunyi: 
“semua badan-badan Pemerintah, kekuasannya, hukum dan 
undang-undang dari Pemerintah yng terdahulu, tetap diakui sah 
buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan 
Pemerintahan Militer.”  
 
Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa hukum dan undang-
undang yang berlaku pada zaman Pemerintahan hindia Belanda tetap 
diakui sah oleh Pemerintah Dai Nippon dengan tujuan untuk mencegah 
terjadinya kekosongan hukum (rechtvacuum). Dengan demikian, bahwa 
ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintahan Dai Nippon di bidang 
Kehutanan, adalah Ordonansi Hutan 1927 dan berbagai peraturan 
pelaksanaannya. 
c. Zaman Kemerdekaan (1945 – sekarang)  
Sejak bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 
sampai sekarang ternyata Pemerintah dengan persetujuan DPR telah 
berhasil menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
hukum dalam bidang kehutanan. Peraturan perundang-undangan yang 
dimaksud, adalah sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang 
Pokok Agraria 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kehutanan 
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3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pengeleloaan Lingkungan Hidup 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan ketentuan yang 
bersifat menyeluruh karena telah memuat ketentuan-ketentuan baru, yang 
belum dikenal dalam UU Nomor 5 Tahun 1967. Hal-hal yang  baru itu 
adalah seperti gugatan perwakilan (class action), yaitu gugatan yang 
diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan dan atau melaporkan ke 
penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan 
masyarakat; penyelesaian sengketa kehutanan, ketentuan pidana; ganti 
rugi dan sanksi admisitrasi. 
Dari keenam peraturan perundangan-undangan tersebut maka ada 
dua UU yang telah dicabut, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1967 dan UU Nomor 
4 Tahun 1982. Sedangan yang masih berlaku adalah UU Nomor 5 Tahun 
1960, UU Nomor 5 Tahun 1990, UU Nomor 23 Tahun 1997, dan UU 
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3. Jenis-jenis Hutan  
Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ditentukan 
empat jenis hutan, yaitu berdasarkan: 
a. Hutan Berdasarkan Statusnya  
Yang dimaksud dengan hutan berdasarkan statusnya adalah suatu 
pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, 
badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, 
dan perlindungan terhadap hutan tersebut.8 
Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-
X/2012 , hutan berdasarkan statusnya sebagai berikut:  “Hutan adat 
adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum 
adat”. Kata “negara” dihapuskan oleh MK sehingga bunyi Pasal 1 angka  6 
menjadi sebagai berikut:  “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam 
wilayah  masyarakat hukum adat”.  
Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa “.... hutan 
berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan 
hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara  hutan adat dan hutan 
perseorangan/badan hukum. Ketiga  status hutan tersebut pada tingkatan 
yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh Negara”. Kemudian lebih lanjut 
disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) : “hutan berdasarkan statusnya terdiri 
dari: a. hutan Negara; b. hutan hak.” 
Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU 
Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat 
(conditionally unconstitutional), sehingga tidak mempunyai kekuatan 
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hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa “Hutan negara sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”. 9 
Dengan demikian, status hutan adat menurut UU No. 41 Tahun 
1999 di bagi menjadi dua, yaitu: 
1. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak 
dibebani hak atas tanah. 
2. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang 
dibebani hak atas tanah. Hutan hak dibedakan menjadi dua 
yaitu hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. 
b. Hutan Berdasarkan Fungsinya  
 Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang 
didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga 
macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. 
 Menurut Undang-Undang Nomor 41 dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 
pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan 
untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan 
erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan 
tanah. 
3. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas 
tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan 
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keanegaraman tumbuhan satwa serta ekosistemnya. 
Kawasan hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu 
kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, 
dan taman buru. 
c. Hutan berdasarkan tujuan khusus  
Penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, 
pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya 
setempat (Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 1999). Syaratnya tidak mengubah 
fungsi pokok kawasan hutan. 
d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan 
resapan air  
Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan 
air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan 
kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, 
dan resapan air (Pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 1999).  10 
4. Fungsi  dan Manfaat Hutan 
 Dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan beberapa fungsi 
diantaranya :  
a. Fungsi ekonomi  
Masyarakat disekitar hutan dapat menikmati hasil dari hutan yang 
mereka kelola dengan harapan ada peningkatan ekonomi yang stabil dan 
menciptakan lapangan kerja bagi generasi mendatang dengan pola 
peningkatan pengelolaan hutan yang berteknologi ramah lingkungan.  
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b. Fungsi sosial 
Terciptanya solidaritas masyarakat sekitar hutan dan menghindari 
kesenjangan sosial diantara kelompok masyarakat, maka dalam hal ini 
pengelolaan hutan dilakukan secara kolektif. 
c. Fungsi ekologi  
Hutan berfungsi sebagai konservasi, untuk mencegah terjadinya 
bencana banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran serta memberikan 
perlindungan terhadap masyarakat disekitarnya (dari segi keamanan dan 
kesehatan ).11 
Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting 
dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan 
hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 
Menurut Salim, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Kehutanan, 
Manfaat hutan dibagi menjadi dua, yaitu: 
1. Manfaat langsung 
Yang dimaksud dengan manfaat langsung, adalah manfaat yang 
dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Yaitu 
masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara 
lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan 
ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. 
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2. Manfaat tidak langsung 
Manfaat tidak langsung, adalah mafaat yang tidak langsung 
dinikmati oleh masyarakat, tetapi dapat dirasakan adalah keberadaan 
hutan itu sendiri. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, 
seperti berikut ini: 1) dapat mengatur tata air; 2) dapat mencegah 
terjadinya erosi; 3) dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan; 4) 
dapat memberikan rasa keindahan; 5) dapat memberikan manfaat di 
sektor pariwisata; 5) dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan 
keamanan; 6) dapat menampung tenaga kerja; 7) dapat menambah 
devisa negara.12 
 
B. Penguasaan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan 
1. Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan Oleh 
Negara 
Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 memberikan penegasan 
tentang dua hal yaitu: 
a. Memberikan kekuasaan kepada negara untuk “menguasai” 
bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya sehingga negara mempunyai “Hak Menguasai”. Hak 
ini adalah hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak 
penguasaan sumber daya alam di Indonesia. 
b. Membebaskan  serta  kewajiban  kepada  negara  untuk  
mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian sebesar-besarnya 
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kemakmuran rakyat menunjukkan kepada kita  bahwa  
rakyatlah  yang  harus  menerima  manfaat  kemakmuran  dari 
sumber daya alam yang ada di Indonesia. 
Secara singkat Pasal ini memberikan hak kepada negara untuk 
mengatur dan menggunakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh 
seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan suatu kewajiban kepada 
negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran 
rakyat, bilamana hal ini merupakan kewajiban negara, maka pada sisi lain 
adalah merupakan hak bagi rakyat Indonesia untuk mendapat 
kemakmuran melalui penggunaan sumber daya alam.13 
Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-
pokok Agraria, menjelaskan bahwa:  
“bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alamyang 
terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasi oleh 
negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh negara.” 
 
Sebagai landasan teknis operasional lebih lanjut masih diatur lagi 
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (LNRI-
1999-167,TLNRI-3587) yang mengatur masalah kewenangan penguasaan 
dan penggunaan terhadap hutan serta kewenangan pengurusan hutan. 
Pada dasarnya semua kewenangan itu bertujuan untuk mencapai 
manfaat hutan yang sebesar-besarnya, namun harus lestari dan serba 
guna, baik langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk membangun 
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk 
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   Abdurrahman. 2013. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya 
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kepentingan tersebut maka Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (LNRI-1999-167,TLNRI-3587), yaitu dalam ketentuan Pasal 4 
Ayat: 
“ (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (2) Penguasan hutan 
oleh negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memeberi 
wewenang pada Pemerintah untuk: a. Mengatur dan mengurus 
segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan 
hasil hutan; b. Menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan 
hutan atau bukan sebagai kawasan hutan dan; c. Mengatur dan 
menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan 
hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan”.14 
 
a.  Pengurusan Hutan  
Pengurusan hutan diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 12 UU 
Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. 
Kemudian ketentuan itu disempurnakan dalam Pasal 10 UU Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
Kegiatan-kegiatan yang diurus oleh negara dalam bidang 
kehutanan meliputi: (1) mengatur dan melaksanakan perlindungan, 
pengukuhan, penataan, pembianaan dan pengusahaan hutan serta 
penghijauan, (2) mengurus hutan suaka alam dan hutan wisata serta 
membina margasatwa dan pemburuan, (3) menyelenggarakan 
inventarisasi hutan, dan (4) melaksanakan penelitian sosial ekonomi dari 
rakyak yang hidup di dalam dan di sekitar hutan (Pasal 9 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1967). 
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  Subadi, Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan, Prestasi Pustaka, 
Jakarta, 2010, hlm 163 - 166 
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Di dalam Pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
juga ditentukan tentang pengurusan hutan. Tujuan pengurusan hutan 
adalah untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta 
serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. 
Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud di atas meliputi kegiatan 
penyelenggaraan, yaitu: (1) perencanaan kehutanan, (2) pengelolaan 
hutan, dan (3) penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan 
pengolahan kehutanan, serta pengawasan. 
Untuk menjamin terselenggaranya pengurusan hutan oleh negara, 
dibentuk Kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan Pengusahaan 
Hutan. Di samping itu, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan sebagian 
wewenang dalam bidang kehutanan kepada Daerah Tingkat II. Hal ini 
dimaksudkan supaya pengurusan hutan dapat dilakukan dengan sebaik-
baiknya guna mendapatkan hutan yang sebesar-besarnya. 
b.  Perencanaan Hutan 
Di bidang perencanaan Pemerintah membuat suatu rencana umum 
mengenai peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan secara 
serbaguna dan lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia. 
Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 disebutkan 
bahwa perencanaan hutan itu dimaksudkan untuk kepentingan: (1) 
pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta 
pemeliharaan kesuburan tanah, (2) produksi hasil hutan dan 
pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya, 
dan khususnya guna keperluan pembangunan, industry serta ekspor, (3) 
di sekitar hutan, (4) perlindungan alam hAyati dan alam khas guna 
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kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pertanahan nasional, 
rekreasi dan pariwisata, (5) transmigrasi, pertanian, perkebunan, dan 
peternakan, dan (6) lain-lain yang bermanfaat bagi umum. 
Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Tentang 
Perencanaan Hutan. 
Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 
1970, perencanaan hutan adalah penyusunan pola tentang peruntukan, 
penyediaan, pengadaan, dan penggunaan hutan secara serba guna dan 
lestari, serta penyusunan pola kegiatan-kegiatan pelaksanaannya menurut 
ruang dan waktu. 
Tujuan perencanaan hutan adalah: (1) agar segala kegiatan dapat 
dilaksanakan secara terarah dan rasional, dan (2) agar memperoleh 
manfaat yang sebesar-besarnya. 
Ada empat macam perencanaan hutan, yaitu: 
1) Rencana umum adalah rencana yang memuat peruntukan, 
penyediaan, pengadaan, dan penggunaan hutan. Pada 
dasarnya rencana umum disusun untuk tiap-tiap daerah aliran 
sungai (watershed). 
2) Rencana pengukuhan hutan merupakan rencana yang memuat 
kegiatan-kegiatan pamancangan dan penataan batas untuk 
memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas 
kawasan hutan. 
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3) Rencana penatagunaan hutan adalah rencana yang memuat 
kegiatan peruntukan sebagian atau seluruh kawasan hutan 
sesuai dengan fungsinya menjadi: hutan lindung, hutan 
produksi, hutan suaka alam, dan/atau hutan wisata (Pasal 1 
Ayat (4) jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 
1970). Rencana penatagunaan hutan didasarkan pada 
pertimbangan sebagai berikut: letak dan keadaan tanah; 
topografi; keadaan dan sifat tanah; iklim;  keadaan dan 
perkembangan masyarakat; dan ketentuan lain yang akan 
ditetapkan lebih lanjut (Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 33 Tahun 1970). Penatagunaan hutan lindung bertujuan 
untuk: (1) pengaturan tata air, (2) pemeliharaan kesuburan 
tanah, dan (3) pencegahan bencana banjir. Tujuan 
penatagunaan hutan produksi, adalah untuk mempertahankan 
hutan produksi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
pada umumnya dan khususnya pembangunan industri dan 
ekspor (Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 
1970). Tujuan penatagunaan hutan suaka alam adalah untuk 
melindungi keadaan alam untuk menghindarkan kemusnahan 
dan/atau demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan 
(Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). 
Sedangkan tujuan penatagunaan hutan wisata adalah untuk 
membina dan memelihara hutan untuk kepentingan pariwisata 
dan/atau wisata buru. Penunjukan hutan lindung, hutan 
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produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata dilaksanakan 
oleh Menteri Kehutanan. 
4) Rencana penataan hutan merupakan rencana yang memuat 
kegiatan untuk penyusunan rencana karya pengurusan hutan 
selama jangka waktu tertentu (Pasal 1 Ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). Rencana Penataan Hutan 
(RPH) memuat kegiatan-kegiatan guna penyusunan rencana 
karya untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi: penentuan 
batas-batas hutan yang akan didata; pembagian hutan dalam 
petak-petak kerja; perisalahan hutan; pembukaan wilayah 
hutan; pengumpulan bahan-bahan lainnya unutk penyusunan 
rencana karya; serta pengukuran dan pemetaan hutan (Pasal 9 
Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). Hutan 
lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata 
wajib untuk ditata dan dibuat rencana karyanya. Untuk dapat 
merencakan hutan secara baik, kewajiban Menteri Kehutanan 
untuk mengadakan survey dan inventarisasi terlebih dahulu 
terhadap hutan, secara sosial masyarakat di dalam dan di 
sekitarnya. 
Di dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 1999 diatur tentang 
perencanaan hutan. Perencanaan dimaksudkan untuk memberikan 
pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan 
kehutanan. 
28 
Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan. 
Bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan 
dan anspirasi daerah. Perencanaan kehutanan meliputi; (1) inventarisasi 
hutan, (2) pengukuhan kawasan hutan, (3) penatagunaan kawasan hutan, 
(4) pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana 
kehutanan (Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). 
Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan 
memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan 
alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi ini 
dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora 
dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di 
dalam dan sekitar kawasan hutan. Inventarisasi ini terdiri dari inventarisasi 
hutan tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat aliran sungai, dan tingkat 
unit pengelolaan. Inventarisasi hutan ini dijadikan dasar untuk: 
1. Pengukuhan kawasan hutan; 
2. Penyusunan neraca sumber daya hutan; 
3. Penyusunan rencana kehutanan; 
4. Sistem informasi kehutanan.15 
Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 
penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan 
guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan 
hutan. 
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  Salim, H.S, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,  Hlm 13-16 
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Perintah pengukuhan hutan ini diatur dalam Pasal 14 sampai 
dengan Pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1967, yang berbunyi: 
“penetapan kawasan hutan didasarkan pada suatu rencana umum 
pengukuhan hutan itu, untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar 
pertimbangan dalam menetapkan hutan lindung, hutan produksi, 
hutan suaka alam, dan hutan wisata.” 
 
Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan 
Pemerintah Nomr 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan, Keputusan 
Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman 
Pengukuhan Hutan, serta diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor 400/Kpts-II/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas.16 
c.  Menentukan dan Mengatur Hubungan Hukum antara Subjek 
Hukum dengan Hutan, dan Perbuatan-Perbuatan Mengenai 
Hutan 
Kewenangan lain dari negara dalam bidang kehutanan adalah 
mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan, dan 
perbuatan-perbuatan mengenai hutan. 
Kewenangan negara dalam mengatur hubungan hukum antara 
subjek hukum dengan hutan dan kehutanan erat kaitannya dengan 
kewenangan negara c.q. Menteri Kehutanan dalam memberikan izin 
terhadap subjek hukum yang memenuhi syarat, seperti memberikan izin 
HPH, HPHTI dan atau kepada badan hukum tertentu. Begitu juga dengan 
perpanjangan izin dan pencabutan izin HPH atau HPHTI. 
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Kewenangan Negara c.q. Menteri Kehutanan dalam mengatur 
perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan erat kaitannya dengan 
kewenangan Menteri Kehutanan dalam mengalihkan fungsi hutan itu di 
luar bidang kehutanan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku Menteri Kehutanan dapat mengalihkan fungsi hutan itu untuk 
kepentingan di luar bidang kehutanan, seperti pelepasan hutan untuk 
transmigrasi, budi daya pertanian, tukar-menukar, dan lain-lain. Peralihan 
fungsi hutan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan.17 
2. Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat 
Hukum Adat 
Pengelolaan hutan secara tradisional oleh masyarakat hukum adat 
sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat adat Wehean Dayak, 
masyarakat Badui di Banten, masyarakat adat Rimbo Temedak,  
Masyarakat adat Kajang di Bulukumba serta masyarakat hukum adat 
lainnya masih menunjukkan indikasi kelestarian hutan. Pengelolaan  hutan  
oleh masyarakat hukum adat menunjukkan adanya ikatan yang kuat 
antara masyarakat dengan sumberdaya alam terutarna  hutan, serta 
adanya kearifan terhadap lingkungan. 
Pengelolaan hutan dan kehutanan pada prinsipnya merupakan 
proses pengelolaan terhadap keseluruhan komponen ekosistem termasuk 
manusia. Pemanfaatan hutan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi 
telah menyingkirkan aspek ekologi dan hak-hak sosial budaya masyarakat 
lokal tehadap hutan. Sedangkan hakikat hutan sebagai sebuah ekosistem 
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memilki tiga peran utama yaitu manfaat produksi (ekonomi). Manfaat 
lingkungan (ekologi) dan manfaat sosial. Peningkatan lahan kritis dan 
terdegradasi merupakan kesatuan yang bersifat simultan antara kondisi 
biofisik, sosial ekonomi dan budaya yang berkaitan dengan persepsi 
masyarakat tentang hakikat hutan, pemanfaatan hutan sebagai faktor 
produksi dan kebijakan yang belum mengakomodirkan keterlibatan 
masyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan model 
pendekatan yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat salah 
satunya penggalian terhadap kearifan lokal. 
Pertambahan lahan kritis merupakan indiksai bahwa pembangunan 
sektor kehutanan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh departemen 
kehutanan tapi harus melibatkan pihak yang juga berkepentingan 
terhadap hutan, salah satunya masyarakat beserta kearifan lokalnya. 
Karena itu, pemerintah harus mengakmodir kepentingan masyarakat yang 
berkaitan dengan kearifannya.18 
Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah 
adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan 
komunitas adat penghuninya. Pada umumnya komunitas-komunitas 
masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa 
manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan 
menjaga keseimbangan dan harmoni. Penghancuran pranata-pranata 
adat dalam pengelolaan hutan adat secara sistematis lewat berbagai 
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  Njurumana, ND. 2006. Nilai penting kearifan lokal dalam rehabilitasi lahan. 
(online)http://www.dephut.go.id/INFORMASI/MKI/06VI/06VNilai%20penting.htm  
diakses 3 desember 2013 
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kebijakan dan hukum yang dikeluarkan Rejim Pemerintahan Orde Baru 
selama lebih dari 3 dasawarsa tidak sepenuhnya berhasil. Banyak studi 
yang telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat adat di 
Indonesia masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya 
alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain yang  berkembang 
dan berubah secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan 
tipe ekosistem setempat.  
Penelitian yang pernah dilakukan oleh Yayasan Sejati di 4 propinsi 
(Kalimantan Timur, Maluku,  Irian Jaya  dan Nusa Tenggara Timur)  
menunjukkan  bahwa walaupun  sistem- sistem lokal ini berbeda satu 
sama lain namun secara umum bisa terlihat beberapa prinsip- prinsip 
kearifan adat yang masih dihormati dan dipraktekkan oleh kelompok-
kelompok masyarakat adat, yaitu antara lain:  
1. masih hidup selaras alam dengan mentaati mekanisme 
ekosistem di mana manusia merupakan bagian dari 
ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya;  
2. adanya hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama 
komunitas (comunal tenure/“property” rights) atas suatu 
kawasan hutan adat masih bersifat eksklusif sehingga 
mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankannya 
dari kerusakan;  
3. adanya sistem pengetahuan dan struktur kelembagaan 
(pemerintahan) adat yang memberikan kemampuan bagi 
komunitas untuk memecahkan secara bersama masalah-
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masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan 
sumberdaya hutan;  
4. ada sistem pembagian kerja dan penegakan hukum adat 
untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dari 
penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat sendiri maupun 
oleh orang luar;  
5. ada mekanisme pemerataan distribusi hasil "panen" 
sumberdaya alam milik bersama yang bisa meredam 
kecemburuan sosial di tengah masyarakat. 
Dengan pranata sosial yang bersahabat dengan alam, masyarakat 
adat memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan rehabilitasi 
dan memulihkan kerusakan hutan di areal-areal bekas konsesi HPH dan 
lahan-lahan hutan kritis (community- based reforestation and 
rehabilitation) dengan pohon-pohon jenis asli komersial. Dengan 
pengayaan (enrichment) terhadap pranata adat untuk pencapaian tujuan-
tujuan ekonomis, komunitas masyarakat adat mampu mengelola usaha 
ekonomi komersial berbasis sumberdaya hutan yang ada di wilayah 
adatnya (community logging/portable sawmill, community forestry, credit 
union, dsb.) untuk mengatur dan mengendalikan “illegal logging” yang 
dimodali oleh cukong-cukong kayu,  mengurangi “clear cutting” legal 
dengan IPK untuk tujuan konversi hutan, dan mencegah penebangan 
hutan yang resmi (legal, dapat ijin yang sah dari pemerintah) tetapi 
merusak lingkungan dan tidak berkeadilan seperti IHPHH. Ada beberapa 
alasan kuat yang melandasi betapa pentingnya peran masyarakat adat 
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dalam pengelolaan hutan saat ini dan terutama di masa depan, yaitu 
bahwa: 
1. Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat sebagai penerima 
insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan  
dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan 
kehidupan mereka. 
2. Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana 
memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di 
dalam habitat mereka. 
3. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan. 
4. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur 
interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya. 
5. Sebagian dari masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan 
jaringan kerja untuk membangun solidaritas di antara 
komunitas-komunitas masyarakat adat, dan juga 
mengorganisasikan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak 
luar. 
6. Masyarakat adat dilindungi UUD 1945 yang mengharuskan 
negara mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak 
tradisional (hak-hak asal usul, menurut penjelasan Pasal 18 
UUD 1945 sebelum diamandemen), dan diposisikan sebagai 
Hak Azasi Manusia (HAM) baik dalam Pasal 28 I Ayat (3) sesuai 
dengan standar HAM dalam berbagai instrumen internasional.19 
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  Abdon  nababan. 2008. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hukum adat.  
Makalah. disampaikan dalam Seminar “Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan 
Siapa”, Pertemuan  Mitra Siemenpuu Foundation, Muara Jambi, 5 Nopember 2008. 
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C. Masyarakat Hukum Adat  
1. Istilah dan Definisi Masyarakat Hukum Adat 
Selama ini debat soal istilah dan definisi masyarakat adat masih 
saja terus berlangsung. Ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di 
dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah 
untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu. Mulai dari 
istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat 
hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat 
adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya.  
Dari berbagai istilah yang ada, istilah hukum yang paling banyak 
digunakan adalah istilah “Masyarakat Hukum Adat”. Istilah masyarakat 
hukum adat digunakan sebagai bentuk kategori pengelompokkan 
masyarakat yang disebut masyarakat hukum (rechtsgemeenchappen) 
yaitu masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu 
kesatuan berdasarkan hukum yang dipakai, yaitu hukum adat. Istilah ini 
merupakan penerjemahan dari istilah Adat Rechtsgemenschaapen yang 
dipopulerkan oleh pemikir hukum adat seperti Van Vallenhoven dan Ter 
Haar. 
Istilah masyarakat hukum adat semakin sering digunakan karena 
mendekati istilah yang dipergunakan di dalam UUD 1945 yaitu istilah 
kesatuan masyarakat hukum adat. Sehingga memberikan kesan bahwa 
istilah inilah yang  paling sahih dan sesuai dengan konstitusi. Istilah 
masyarakat hukum adat dipergunakan dalam UU Hak Asasi Manusia, UU 
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Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Istilah masyarakat adat dipergunakan dalam UU Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil. Definisi masyarakat adat di dalam 
undang-undang ini seiring dengan definisi tentang masyarakat adat yang 
didefinisikan oleh AMAN pada tahun 1999, yang mengidentifikasi 
masyarakat adat sebagai kelompok Masyarakat Pesisir yang secara 
turun- temurun  bermukim  di  wilayah  geografis  tertentu  karena  
adanya  ikatan  pada  asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat 
dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya 
sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 
Istilah ini banyak dipakai oleh kelompok gerakan-gerakan kelompok sosial 
yang memperjuangkan  haknya  atas  tanah  dan  juga  perlawanan  
terhadap  diskriminasi  yang dialami sejak Orde Baru.  
Sedangkan istilah kesatuan masyarakat hukum adat dipergunakan 
dalam UU Pemerintahan Daerah dan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 
sebagai entitas hukum yang diakui dan dihormati keberadaannya berserta 
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang kemudian diatur dalam undang-undang. Kata awal 
“kesatuan” pada istilah ini   menunjukan   bahwa   masyarakat   adat   itu   
merupakan   suatu   bentuk   komunitas (community) yang memiliki ikatan-
ikatan berdasarkan adat, bukan society yang lebih longgar dan bersifat 
umum.  
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Ragam istilah dan definisi itu didukung oleh berbagai instansi yang 
berbeda-beda dan pendekatannya yang berbeda-beda pula dalam 
memandang masyarakat adat. Hal itulah yang menjadikan ketika 
berbicara tentang masyarakat adat sesungguhnya sedang membicarakan 
kontestasi konsep, legislasi dan juga instansi sektoral yang mengurusi 
masyarakat adat. Lingkup dan dimensi kelembagaan yang 
berkontestasi itu dapat dilihat pada tabel berikut.20 
Tabel I 
Substansi Lembaga Dimensi 
Pasal 18B Ayat (3) 






Masyarakat Pasal 28I Ayat (3) 
UUD 1945, UU HAM 
Kementerian Hukum 
dan HAM 
Hak A asi M nusia 
Pasal 32 Ayat (1) UUD 
1945 
Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif 
Kebudayaan 
UU Kehutanan Kementerian Kehutanan Pengelolaan hutan 
dan Keberadaan 





sumberdaya air  dan 
keberadaan 
masyarakat adat UU Perkebunan Direktorat Jenderal 
Perkebunan, Kementerian 
Pertanian 
Ganti rugi lahan bagi 
masyarakat adat 
UU Pengelolaan Wilayah 








Sosial, Keppres 111 
Tahun 1999 
Kementerian Sosial Akses terhadap 
pelayanan dasar 
UU Peraturan Dasar 
Pokok- pokok Agraria 
Badan Pertanahan 
Nasional 
Hak atas tanah 
Sumber : Yance Arizona. 2013 
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  Yance Arizona. 2013. Masyarakat adat dalam kontestasi pembaruan hukum.  
Makalah disampaikan dalam “Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya 
peningkatan efektivitas pemberdayaan KAT saat ini dan pengembangan kedepan.” 
Diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Hotel Grand 
Sahid, Jakarta 15 Mei 2013. 
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Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya “Beginselen en 
stelsel van het adatrecht”, TEER HAAR  merumuskan masyarakat hukum 
adat sebagai berikut: 
“…Ge ordende greopen van blijvend karakter met eigen bewind en 
eigen materiel en immaterieel vermogen”. (terjemahan bebas “… 
Kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan 
pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materil maupun 
immaterial”) 
 
Kelompok-kelompok itu di satu pihak dinamakan Persekutuan 
Hukum atau Masyarakat hukum, sebab di dalam kelompok itulah 
bangkitnya serta dibinanya kaidah-kaidah hukum adat sebagai suatu 
endapan dari kenyataan-kenyataan sosial, dan di lain pihak dalam 
hubungannya dengan kelompok yang lain bersikap sebagai suatu 
kesatuan dan juga hidup dalam suatu pergaulan hukum antar kelompok. 
Dengan demikian kelompok-kelompok dimaksud dinamakan juga sebagai 
subjek hukum. 
Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sebagaimana 
yang ditegaskan oleh Bushar Muhammad inti dari persekutuan hukum, 
adalah: 
a. Kesatuan manusia yang teratur 
b. Menetap di daerah tertentu 
c. Mempunyai penguasa-penguasa, dan 
d. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud di 
mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami 
kehidupan dalam masyarakat sebagai hak yang wajar menurut 
kodrat alam dan tidak seorangpun diantara mereka para 
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anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk 
membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau 
meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu 
untuk selama-lamanya.21 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pakar hukum adat, 
ciri-ciri masyarakat hukum adat (adatrechsgemenschap), yaitu: 
1. Adanya kesatuan masyarakat yang teratur; 
2. Menetap disuatu daerah tertentu; 
3. Mempunyai penguasa-penguasa; 
4. Mempunyai kekayaan materiil (berwujud) dan immaterial (tidak 
berwujud); 
5. Memiliki system nilai dan kepercayaan; 
6. Memiliki tatanan hukum sendiri. 
2. Sifat  Masyarakat Hukum Adat 
Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang 
berbeda dari hukum-hukum lainnya.  Menurut F.D.Holleman dalam 
bukunya “De Commune Trek in het IndonesischeRechtsleven” 
mengatakan adanya 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat yaitu 
magis religious, communal, congkrit, da contan. 
a. Magis religius (magisch-religieus) 
Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang 
didasarkan pada religiustitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya 
sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat hukum adat 
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  Tolib Setiady. 2013. Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan). 
Cetakan Ketiga: Alfabeta. Bandung. Hlm 76-77 
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bersentuhan dengan hukum agama, masyarakat hukum adat mewujudkan 
religiustitas ini dengan cara berpikir pola yang prelogika, animistis dan 
kepercayaan pada alam gaib yang menghuni suatu benda. Selain itu, ada 
pendapat  yang mengatakan bahwa sifat magis religius ini berarti pula 
sebagai kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahaan 
antara dunia lahir (fakta-fakta) dengan dunia gaib (makna-makna yang 
tersembunyi dibalik fakta) yang keduanya harus berjalan seimbang. Dalam 
hal ini, masyarakat hukum adat harus berupaya mencegah terjadinya 
disharmoni, yang berarti masyarakat harus membina keselarasan-
keselarasan-keseimbangan antara dunia lahir (dunia nyata) dengan dunia 
batin (dunia gaib). Ketidak seimbangan yang terjadi dalam hubungan 
antara dunia lahir dan dunia batin berbanding lurus dengan ketidak 
seimbangan pada tingkat yang lebih besar, yaitu alam semesta (makna 
kosmos). 
Warga masyarakat persekutuan hukum adat mempunyai hak untuk 
mengumpulkan hasil hutan untuk memburu, untuk mengambil hasil dari 
pohon-pohon yang tumbuh liar. Akibat dari perbuatan yang belakangan ini 
adalah suatu hubungan antara warga persekutuan itu dengan pohon, 
dengan memberikan larangan yang religiomagis sifatnya. Hasil pohon ini 
hanya dapat diambil oleh yang berkepentingan. Lain orang tidak 
diperbolehkan mengambil hasilnya. 
Ini berarti bahwa hubungan masyarakat dengan kekayaan non 
materil sangat erat dan dipertahankan bahkan sangat diyakini 
mengandung nilai magis-religius. Menurut A.Suriyaman Mustari Pide 
41 
dalam Dilema Hak Kollektif, ketika diganggu keberadaannya akan terjadi 
malapetaka kutukan dari yang dikeramatkan seperti “Borong Karamaka” di 
Sulawesi-Selatan dengan masih sangat eksisnya hak ulayat 
masyarakatnya. 
b. Comunal (Commuun) 
Masyarakat hukum adat berasumsi bahwa setiap individu, anggota 
masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara 
keseluruhan. Selain itu kepentingan individu sewajarnya disesuaikan 
dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu 
yang terlepas dari masyarakatnya. 
c. Congkrit 
Sifat congkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata, 
menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam 
masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar. 
d. Contan 
Sifat contan ini mengandung arti sebagai kesertamertaan, 
utamanya dalam hal pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra 
prestasi yang diberikan serta merta (seketika). 22 
 
D. Mahkamah Konstitusi 
1. Kewenangan 
Sesuai amanat konstitusi pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 
1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) 
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   A. Suriyaman Mustari Pide. 2009. Hukum Adat (dulu, kini & akan datang). Edisi 
pertama. Pelita Pustaka. Jakarta. Hlm 51 - 55 
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kewajiban. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C 
Ayat (1), sedangkan kewajiban yang diembannya diatur pada Ayat (2) 
UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Lebih lanjut kewenangan 
Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai 
berikut: 
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
c. Memutus pembubaran partai politik; dan  
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 
DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah 
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 
perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
 
Ada empat kewenangan dan satu kewajiban mahkamah konstitusi 
yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga pasa 24C Ayat 
(1) yaitu: 
(1) Menguji (judicial review) undang-undang terhadap UUD; 
(2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang 
kewenangannya diberikan oleh UUD; 
(3) Memutus pembubaran partai politik; 
(4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihian umum; 
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(5) Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban 
memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 
pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden 
menurut UUD.23 
2. Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase “final” dan 
“mengikat” dalam kalimat “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan 
mengikat” memiliki makna tersendiri. Frase “final” berarti tahapan (babak) 
terkhir dari rangkaian pemerikasaan dan “mengikat berarti menguatkan 
(mencengkam). Bertolak dari arti harfiah ini, maka frase “final” dan frase 
“mengikat” memiliki arti yang saling terkait, artinya akhir dari suatu proses 
pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan 
semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. 
Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat 
dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup lagi bagi segala 
kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya. Tatkala putusan 
tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketita itu lahir kekuasaan 
mengikat secara hukum (binding). Sebagaimana yang diarut dalam Pasal 
24C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: 
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan segala 
sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perbuatan partai 
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”. 
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  Taufiqurrohman Syahuri. 2011. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Cetakan 
pertama.Jakarta: Kencana Prenada media Group. Hal 111 
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Mengacu pada makna final dan mengikat (binding) dari putusan 
Mahkamah Konstitusi secara harfiah di atas, dapat diidentifikasi makna 
hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang 
bersifat final dan mengikat (binding) ini ke dalam beberapa bagian sebagai 
berikut: 
a. Mewujudkan Kepastian Hukum 
Sifat final terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada 
keinginan unutuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari 
keadilan. Sebagaimana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:“Mahkamah 
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final…” 
Dengan demikian, sejak diucapkannya putusan oleh Hakim 
Konstitusi maka putusan tersebut telah berklekuatan hukum tetap (in 
kracht), sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak untuk menempuh 
upaya hukum lainnya. Artinya, sejak putusan tersebut keluar, maka sudah 
berlaku dan segera untuk dieksekusi. 
b. Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengadilan Konstitusional 
Peraturan perundang-undangan, baik yang menjadi landasan 
konstitusional maupun landasan operasional Mahkamah Konstitusi, 
dengan tegas mensyaratkan untuk tidak memberi ruang bagi upaya 
hukum terhadap putusan yang telah dihasilkan. Disamping itu, dalam 
konstitusi pun, Mahkamah Konstitusi didesain khusus sebagai salah satu 
pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat tunggal. Tidak memiliki 
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peradilan di bawahnya dan tidak pula merupakan bawahan dari lembaga 
lain. Hal inilah yang membedakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan 
putusan peradilan lainnya. 
Hal tersebut tidak terlepas dari kewenangan yang menjadi 
kompetensi Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah pengadilan 
konstitusional yang difokuskan kepada sengketa ketatanegaraan dan 
berdasarkan konstitusi. Tak ayal, sifat putusan Mahkamah Konstitusi pun 
berbeda dengan peradilan konvensional lainnya yang memberi akses bagi 
para pihak untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut. Sedangkan 
Mahkamah Konsitusi menangani persoalan-persoalan ketatanegaraan 
dan bermuatan konstitusi, yang butuh kepastian hukum, serta terikat oleh 
limitasi waktu. 
c. Pengadilan Sosial 
Mengenai konsep hukum sebagai alat pengedalian social (a tool of 
social control) Achamad Ali berpendapat bahwa: 
“Fungsi hukum sebagai alat pengendalian social dapat diterangkan 
sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang 
dianggap sebagai penyimpangan terhadap aturan hukum”. 
 
Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final 
dan mengikat (binding),  juga dapat digolongkan sebagai salah satu 
bentuk nyata dari esensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam 
mengendalikan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, 
putusan Mahkamah konstitusi pun mengontruksikan sebuah kaidah 
hukum yang dapat diterapkan dan yang sesuai dengan amanat konstitusi. 
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Dengan demikian, nilai mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi 
yang final adalah dengan nilai mengikat sebuah Undang-Undang hasil 
produk politik, yang dimana berfungsi sebagai alat rekayasa hukum guna 
member perlindungan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat.24 
3. Uji Materiil Mahkamah Konstitusi 
Hak menguasai negara telah 2 (dua) kali mengalami uji materi 
melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Rabu, 16 
Desember 2004, yaitu pengujian terhadap UU No. 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 
002/PUU-I/2003, dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 
01 tahun 2005, Selasa tanggal 04 Januari 2005 yaitu pengujian terhadap 
Undang-Undang tentang Ketenaga Listrikan. 
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara garis besar 
dijelaskan bahwa “penguasaan oleh negara” yaitu meliputi perbuatan 
mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan 
mengawasi (toezichthouden) yang semuanya masih tetap berada di 
tangan Pemerintah, sebagai penyelenggara “penguasaan oleh negara” 
dimaksud, atau badan-badan yang dibentuk untuk tujuan tertentu. 
Hak menguasai oleh negara tidak hanya diatur dalam kedua 
undang-undang tersebut (UU migas dan Ketenaga Listrikan), akan tetapi 
juga diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI-
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  Ahsan Yunus. 2011. Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (binding) Putusan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. FH-UH. Makassar. Hlm 42-44 
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1999-167,TNLRI-3587), yaitu Hak menguasi oleh negara atas hutan, yang 
diatur tersendiri dalam ketentuan Pasal 4: 
(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1) memberi wewenang pada Pemerintah untuk: 
a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan 
dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 
b. Menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau 
bukan sebagai kawasan hutan dan; 
c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum 
antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan 
hukum mengenai kehutanan. 
(3) Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak 
masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada 
dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional.25 
 
4. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 
Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah 
diajukan Judicial review Oleh Aliansi Masyarakat Hukum Adat (AMAN) 
diwakili oleh Abdon Nababan sebagai pemohon I, Kesatuan Masyarakat 
Hukum Adat Kenegerian Kuntu diwakili oleh H.Bustamir sebagai pemohon 
II dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Cisitu diwakili oleh 
H.Okri sebagai Pemohon III dalam Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, 
Kamis,   16 Mei 2013.  
Sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut 
mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, sebagai 
berikut: 
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1. Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU kehutanan 
bertentangan dengan UUD 1945. Kata “negara” dalam Pasal 1 
angka 6 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga 
harus dipahami menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada 
dalam wilayah masyarakat hukum adat”. 
2. Pasal 4 Ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 
1945. Oleh sebab itu, Pasal tersebut harus dimaknai 
“penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatiakan hak 
masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara 
kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang” 
3. Pasal 5 Ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 
1945. Oleh sebab itu, meskipun Pasal 5 Ayat (1) UU Kehutanan 
berbunyi “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari; a. hutan 
Negara b. hutan Hak; tetap harus memaknai “hutan negara 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, tidak termasuk 
hutan adat”. 
4. Pasal 5 Ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 
1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat. 
5. Frase “dan Ayat (2)‟ dalam Pasal 5 Ayat (3) UU Kehutanan 
bertentangan dengan UUD 1945. Frase “dan Ayat (2)” dalam 
Pasal 5 Ayat (3) harus dinyatakan hilang sehingga harus dibaca 
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“pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut 
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan 















A. Lokasi Penelitian 
Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka 
penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bulukumba dengan 
pertimbangan bahwa objek permasalahan yang dibahas bertempat di 
Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi 
Sulawesi Selatan.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu: 
1. Data Primer yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan 
melalui wawancara langsung dengan pihak yang berwenang.  
2. Data sekunder yaitu informasi yang penulis peroleh secara tidak 
langsung seperti data dan informasi yang diperoleh dari instansi 
atau lembaga tempat penelitian, karya ilmiah dan dokumen yang 
ada relevansinya dengan penelitian ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua, 
yakni: 
1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
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disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur 
untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan; 
2. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data 
dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, 
laporan-laporan, buku-buku media elektronik dan bahan-bahan 
yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 
 
D. Analisis Data 
Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian 
dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai 













A. Profil Lokasi Penelitian 
1. Kondisi Geografis Kawasan Adat Ammatoa 
Kawasan adat Ammatoa bertempat di Desa Tana Towa, 
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan 
yang berada sekitar 230 km dari kota Makassar, Provinsi Sulawesi 
Selatan. Teritorial masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang terbagi dalam 
dua kelompok, Masyarakat Kawasan Luar dan Masyarakat Kawasan 
Dalam. Masyarakat Kawasan Dalam mendiami tujuh Dusun di Desa Tana 
Toa. Pusat kegiatan komunitas masyarakat adat Ammatoa Kajang berada 
di Dusun Benteng yang ditandai dengan keberadaan rumah Amma Toa 
kediaman pemimpin adat masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang. 
Secara geografis masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang terbagi 
atas Kawasan Dalam (Tana Kekea) dan Kawasan Luar (Tana Lohea). 
Masyarakat adat Kawasan Dalam tersebar di beberapa desa antara lain 
Desa Tana Toa, Bonto Baji, Malleleng, Pattiroang, Batu Nilamung dan 
sebagian wilayah Desa Tambangan. Sedangkan secara keseluruhan 
kawasan masyarakat hukum adat Kawasan Dalam memiliki batas-batas 
sebagai berikut: bagian Utara berbatasan dengan Tuli, bagian Timur 
berbatasan dengan Limba, bagian Selatan berbatasan dengan Seppa dan 
di bagian Barat berbatasan dengan Doro. 
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Sedangkan Kawasan Luar tersebar di hampir seluruh Kecamatan 
Kajang dan beberapa desa di wilayah Kecamatan Kajang diantaranya 
Desa Jojolo, Desa Tibona, Desa Bonto Minasa dan Desa Batu Lohe.26 
Kawasan adat Ammatoa Kajang dibatasi, secara alamiah, dengan 
empat sungai, yaitu (1) Sungai Tuli di bagian utara, (2) Sungai Limba di 
bagian timur, (3) Sungai Sangkala di bagian selatan, dan (4) Sungai Doro 
di bagian barat. 
Batasan alamiah tersebut oleh mereka disebut emba (pagar) atau 
rabbang (kandang). Kawasan yang ada dalam lingkup batas alamiah itu 
kemudian disebut Ilalang Embayya (dalam pagar) dan daerah di luarnya 
disebut Ipantarang Embayya (di luar pagar). Dari istilah rabbang kemudian 
dikonsepsikan kawasan dalam adat sebagai rabang seppang (kandang 
sempit), sementara kawasan di “luar” dikonsepsikan sebagai rabbang 
luara (kandang luas). Rabbang Seppangna Amma ini juga menjadi batas 
sejauh mana seorang Ammatoa boleh bepergian. 
Tiap-tiap tempat yang menjadi daerah Tana Toa dalam keyakinan 
masyarakat hukum adat bukan hanya soal geografis, tapi juga berkaitan 
dengan persoalan keyakinan spiritual dan keterkaiatan mereka secara 
batin. Nama-nama seperti Doro, Sangkala, Tuli dalam kawasan adat dan 
Dalonjo, Damangga, Dakodo, Dangampa dan Tumutung ri Sobbu (diluar 
kawasan adat) adalah nama-nama yang diyakini menjadi penjaga negeri 
yang memiliki hubungan batin dengan komunitas adat. Itulah sebabnya 
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mengapa tanah atau daerah komunitas adat mereka menjadi begitu 
penting. 
Bentang lahan dalam kawasan adat masyarakat kajang dibedakan 
berdasarkan tata-guna lahannya yaitu lahan pemukiman, lahan pertanian 
(sawah, ladang, dan kebun), lahan peternakan, dan lahan hutan adat. 
Bentang lahannya merupakan daerah perbukitan dengan tekstur 
bergelombang lemah yang pada beberapa tempat merupakan tanah datar 
dan landai. 
Kawasan inti pemukiman masyarakat hukum adat Ammatoa berada 
± 800 meter dari pintu gerbang (pintu masuk kawasan adat Ammatoa) 
yang harus ditempuh dengan berjalan kaki. 
2. Kondisi Masyarakat di Kawasan Adat Ammatoa 
Masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang merupakan sebuah 
komunitas masyarakat etnis di Sulawesi Selatan yang terdapat di daerah 
kabupaten Bulukumba. Masyarakat ini, dalam kehidupannya masih sangat 
memegang kuat tradisi dan pola hidup yang senantiasa harmonis dengan 
alam. Bahkan uniknya lagi, komunitas masyarakat ini tidak mau menerima 
tekhnologi yang ada saat ini dapat merusak kehidupan yang senantiasa 
harmonis dengan alam. 
Di dalam kawasan masyarakat adat Ammatoa, tidak ada yang 
namanya listrik maupun alat semacam genset. Bahkan jika kemana-mana 
pun mereka tidak pernah menggunakan alas kaki dan mereka juga 
senantiasa menggunakan pakaian yang berwarna hitam atau pada 
umumnya warna gelap. 
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Selang perjalanan sejarah sampai pada saat ini, hanya masyarakat 
yang tinggal di kawasan Kajang Dalam (Ilalang Embayya) yang masih 
sepenuhnya berpegang teguh kepada adat Ammatoa. Mereka 
mempraktekkan cara hidup sangat sederhana dengan menolak segala 
sesuatu yang berbau teknologi. Bagi mereka, benda-benda teknologi 
dapat membawa dampak negative bagi kehidupan mereka, karena 
bersifat merusak kelestarian sumber daya alam. Komunitas yang selalu 
mengenakan pakaian serba hitam inilah yang kemudian disebut sebagai 
masyarakat hukum adat Ammatoa 27. 
Nilai-nilai yang mereka anut, meski kelihatan primitive, namun hal 
tersebut tidaklah demikian. Sebab mereka pun mengenal teknologi yang 
meski masih sangat sederhana. Selain itu, masyarakat ini juga, dalam 
menjalankan kehidupan kesehariannya senantiasa berpegang teguh 
terhadap apa yang didapatkan dari alam tempat mereka hidup. 
Warga Masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang percaya, Amma 
Toa merupakan orang yang dipilih oleh Turie A‟ra‟na (Yang Maha Kuasa) 
sebagai pembimbing dan pengarah kehidupan, sehingga mereka pun 
benar-benar menjaga kesucian tokoh ini dan tidak seorang pun 
diperkenankan memiliki rekaman wajahnya. 
Masyarakat hukum adat Ammatoa kajang menggunakan bahasa 
Makassar yang berdialeg Konjo (sangat identik) cukup memiliki kekhasan 
tersendiri. Di sisi lain, mereka memiliki kepatuhan dan keyakinan terhadap 
petuah-petuah orang yang dituakan, apalagi hubungannya dengan 
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pasang. Sebagai buktinya bahwa mereka masih sangat gandrung dengan 
kebudayaan yang dimilikinya dan cukup takut melanggar hal-hal yang 
tersirat dalam pasang.28 
Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat hukum adat 
Ammatoa sangat menggantungkan hidupnya pada alam, mereka makan 
nasi, umbi-umbian, dan sayuran dari hasil bercocok tanam sendiri, 
sehingga dalam kawasan adat tidak terdapat pasar sebagai tempat jual-
beli kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional terdekat terdapat dikawasan 
kajang luar, itupun dengan hari-hari tertentu.  
Kawasan yang berada di sekitar rumah Ammatoa dan para 
pemangku adat adalah kawasan inti pemukiman masyarakat hukum adat 
Ammatoa Kajang. Hutan merupakan elemen ekologi yang sangat penting. 
Dengan terpeliharanya hutan, ekosistem disekitarnya juga dapat berjalan 
dengan baik. Beberapa vegetasi yang umum tumbuh dikawasan adat 
antara lain jambu mente, nangka, kelapa, mangga, lontar, rambutan, enau 
(aren), sukun, jati, dan sagu, serta berbagai jenis pohon yang tumbuh 
subur di dalam kawasan hutan adat.  
3. Gambaran Sejarah Terbentuknya Kawasan Adat Ammatoa 
Masyarakat kajang pada mulanya terdiri atas beberapa kepala 
kaum. Mitos raja atau Karaeng (pemerintahan) selalu dikaitkan dengan 
Tau Manurung (orang yang turun ke bumi dan menjadi pemula lapisan 
keturunan bangsawan). Manusia pertama di Kajang adalah diturunkan 
dari kayangan atas kehendak Turie‟ A‟Ra‟na (Tuhan Yang Maha Esa) dan 
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itulah yang disebut dengan Tomanurung dan menjadi Ammatoa I 
(Ammatoa Mariolo). Ada beberapa mitos tentang manusia pertama, yaitu: 
a. Mitos pertama menyebutkan Turie‟A‟Ra‟na memerintahkan 
kepada Batara Guru untuk melihat keadaan bumi, setelah 
kembali melaporkan bahwa perlu ada manusia di atas bumi, 
atas kehendak Turie‟A‟Ra‟na maka diturunkanlah Tomanurung 
ke bumi dengan mengendarai seekor burung berkepala dua 
yang disebut Koajang, inilah yang menjadi asal mulanya nama 
Kajang. 
b. Mitos kedua menyebutkan bahwa Tomanurung diturunkan ke 
bumi adalah Batara Guru dari kerajaan Pertiwi, lahirlah tiga 
orang yaitu Batara Lattu, Sawerigading, dan Yabeng.  
Sedangkan dalam  kepercayaan agama islam secara umum 
meyakini bahwa manusia pertama yang diturunkan di permukaan bumi ini 
adalah Nabi Adam yang kemudian melahirkan manusia secara 
berpasang-pasangan sampai akhirnya manusia berkembang menjadi 
banyak dan melakukan pola hidup dan kehidupan. 
Bagaimana proses awal mula kehidupan manusia menurut mitologi 
masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang juga menjadi kajian penting 
yang tentu tidak boleh disepelekan. Sebagaimana yang menjadi 
keyakinan masyarakat hukum adat kajang, bahwa manusia pertama yang 
diturunkan ke bumi adalah Amma Toa yang membawa pesan-pesan yang 
diterima dari Turie A‟Ra‟na ke bumi dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh 
manusia generasi penerus dari Amma Toa itu sendiri. 
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Masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang menyebut tanah tempat  
mereka berdiam sebagai Tana Toa, “Tanah Tertua”. Dalam kepercayaan 
mereka, tanah ini memang telah tua umurnya dan pernah menjadi tempat 
satu-satunya berpijak saat bumi masih berupa lautan luas.29 
 
B. Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat 
1. Keberadaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat 
Adat dan lembaga peradilannya, praktik-praktik yang menjadi 
kebiasaan serta kelembagaan swakelola yang dimiliki berbagai kelompok 
masyarakat hukum adat menjelang proses penyatuan dengan suatu 
sistem Negara baik pada masa kolonial maupun pasca-kolonial Adat 
merupakan konsep yang spesifik-lokasi dan senantiasa berubah 
sepanjang waktu. Adat mengatur perilaku diantara perseorangan juga di 
dalam dan antarkeluarga, masyarakat dan pihak-pihak di luar masyarakat. 
Ia juga mengatur hubungan antara manusia dengan alam. Menarik untuk 
dicatat bahwa pemimpin adat jarang menggunakan istilah „pribumi‟ dalam 
bahasa Indonesia meskipun sebagian besar orang Indonesia mengklaim 
sebagai pribumi. Perbedaannya adalah, bahwa masyarakat adat telah 
memelihara tata kepemerintahan setempat sesuai dengan hukum yang 
berlaku, berkebalikan dengan struktur seragam dan formal yang 
dipaksakan pemerintah pusat. 
Ketika belanda mengambil kendali atas beberapa wilayah tertentu, 
secara umum mereka tetap mengakui keberadaan adat hingga timbul 
konflik dengan pemerintahan kolonial pada kasus dimana hukum pihak 
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penguasa diberlakukan. Ketika Indonesia merdeka, Negara yang baru itu 
tetap mengakui keberadaan adat sepanjang tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional. Pasal 18B UUD secara implisit mengakui hak-hak 
adat dan kelembagaannya, tetapi tetap memperlakukan hak-hak tersebut 
berada di bawah tujuan-tujuan nasional lain seperti yang ditetapkan 
Negara.30 
Keberadaan wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia 
dinyatakan dalam beberapa pustaka, antara lain: 
a) Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven, 
jauh sebelum kemerdekaan di wilayah nusantara terdapat 19 
wilayah hukum adat, yaitu daerah (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, 
Batak dan Nias, (3) Minangkabau, Mentawai, (4) Sumatera 
Selatan, Enggano, (5) Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7) 
Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) 
Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku, (14) 
Irian Barat, (15) Kepulauan Timor, (16) Bali, Lombok, (17) Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Madura, (18) Solo, Yogyakarta, (19) Jawa 
Barat, Jakarta. 
b) Selanjutnya dalam penjelasan Bab VI UUD 1945 dinyatakan 
bahwa dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 
Zelfbestuurende land-schapped dan volksgemeen-schappen, 
seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun 
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dan Marga di Palembang dan Sebagainya. Daerah-Daerah ini 
mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap 
sebagai daerah yang bersifat istimewa. 
c) Di Provinsi Lampung saja, terdapat sebanyak 76 kesatuan 
masyarakat hukum adat yang disebut Marga. Keberadaan 
marga-marga tersebut diakui oleh Gubernur melalui SK 
No.G/362/B.II/HK/96. Dasar keputusan Gubernur Lampung 
dalam mengesahkan 76 masyarakat hukum adat di Lampung 
adalah hasil-hasil penelitian pakar-pakar dalam adat dan 
kebudayaan Lampung yang masih dapat dipertanyakan kembali 
kebenarannya. 
Dari keterangan di atas diketahui bahwa masyarakat hukum adat di 
Indonesia memang benar-benar ada dan hidup. Terdapat perbedaan 
tentang jumlah masyarakat hukum adat di Indonesia. Dari 3 contoh diatas 
dapat dilihat bahwa informasi yang disajikan pada awal abad ke-19 oleh 
peneliti Belanda merupakan informasi yang sangat umum tentang 
keberadaan masyarakat adat di Indonesia, demikian pula dalam undang-
undang dasar 1945 (Pasal 18 sebelum diamandemen) menyatakan 
keberadaan kurang lebih 250 zelfbestuurende land-schappen yang 
merupakan wilayah-wilayah kesultanan/kerajaan yang bersifat otonomi 
(daerah swapraja). Akan tetapi kesatuan kesultanan/kerajaan ini bukan 
dimaksud dengan persekutuan masyarakat adat. Persekutuan masyarakat 
adat yang dimaksud adalah Volksgemeen-schappen. Seperti Desa di 
Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang 
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dan sebagainya. Kesatuan masyarakat hukum adat ditingkat kampung 
yang mempunyai sistem sosial sendiri dan mempunyai hubungan yang 
kuat dengan tanah dan pengelolaan sumber daya alamnya, jumlahnya 
tidak terbatas. Sehingga hilangnya daerah swaparaja (zelfbestuurenden 
land-schappen) tidak berarti hilangnya masyarakat adat (volksgemeen-
schappen) beserta hak-haknya. 
Menurut rumusan Ter Haar masyarakat hukum adat adalah 
kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, 
mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik 
berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota 
kesatuan masing-masing  mengalami kehidupan dalam masyarakat 
sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun 
diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk 
membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam 
arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. 
Selanjutnya secara internasional Konvensi ILO 169 tahun 1989 
merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam 
dinegara-negara yang merdeka dimana kondisi social, cultural dan 
ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di 
Negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian 
oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan 
peraturan khusus. 
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Kemudian, dalam hal masih ada atau tidaknya hak ulayat Maria 
Sumardjono berpendapat, bahwa kriteria penentu masih ada atau tidanya 
hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah: 
a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi cirri-ciri 
tertentu sebgai subyek hak ulayat. 
b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai 
lebensraum (ruang hidup) yang merupakan obyek hak ulayat; 
c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk 
melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan 
dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-
perbuatan hukum. 
Negara mengakui dan menghormati diawali dengan pengakuan hak 
asal usul oleh Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 yang dimaksudkan pengakuan 
masyarakat hukum adat, hak-hak tradisional dengan syarat (1) sepanjang 
masih ada (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat (3) sesuai 
dengan prinsip NKRI dan (4) diatur dalam UU.31 
2. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan 
Perundangan Nasional 
Hak masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kolektif 
terhadap segala sumberdaya di wilayahnya, yang lazim dikenal dengan 
hak ulayat pada dasarnya adalah hak yang berkenaan dengan 
pengelolaan, sekaligus pemanfaatan sumberdaya sepertihalnya hutan 
adat. Beberapa peraturan-peraturan tingkat nasional sudah mengatur dan 
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mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya antara 
lain: 
a. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B dikatakan 
bahwa: 
“(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 
pemerintahan desa yang bersifat khusus atau bersifat istimewa 
yang diatur dengan undang-undang; (2) Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta 
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”  
 
Lebih Jauh dikemukakan lagi dalam UUD 1945 Pasal 28I (HAM) 
sebagai berikut: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional 
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” 
 
b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi 
Manusia 
Ketetapan ini menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan 
kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan 
terhadap hak azasi manusia. Hal tersebut terlihat pada Pasal 32 yang 
menyatakan: 
“setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang” 
 
Selanjutnya pada Pasal 41 disebutkan bahwa : 
“identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah 




c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan 
dan Keluarga Sejahtera.  
Undang-Undang ini menjamin sepenuhnya hak penduduk 
Indonesia atas wilayah warisan adat mengembangkan kebudayaan 
masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 6 (b) menyatakan : 
“….hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak 
untuk  mengembangkan kekayaaan budaya, hak untuk 
mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak 
atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk 
melestarikan atau mengembangkan perilaku budayanya”.  
Sebenarnya kata kunci mengembangkan memiliki makna yang 
cukup jelas bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat itu 
sangat diperlukan, seperti pengakuan dalam bentuk peraturan 
perundangan nasional. Namun, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 
tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera tidak secara khusus 
mengatur tentang hal pelaksanaan pengembangan masyarakat hukum 
adat atas hak wilayah masyarakat hukum adatnya, hanya menyebutkan 
bahwa  adanya jaminan terhadap masyarakat hukum adat untuk 
mengembangkan budaya dan wilayah adatnya. 
d.  Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960   
Dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan hak 
pengelolaan terhadap sumberdaya hutan  bagi masyarakat hukum adat 
adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 Ayat 4 (UUPA),  
“… Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya 
dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan 
masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan – 
ketentuan peraturan pemerintah.”  
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Dengan demikian, hak masyarakat hukum adat untuk mengelola 
sumberdaya hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber 
dari pendelegasian wewenang hak menguasai Negara kepada 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Walaupun dalam masyarakat 
hukum adat diposisikan sebagai bagian subordinat dari Negara, dengan 
pernyataan Pasal 2 Ayat 4 ini membuktikan bahwa keberadaan 
masyarakat adat tetap tidak dapat dihilangkan. 
UUPA mencakup seluruh tanah di Indonesia. Ia memandu 
pemerintah dalam mengakui dan memberikan Tujuh jenis hak atas tanah. 
Hak yang paling menyeluruh dan pasti, berdasarkan perspektif hukum 
barat, adalah hak milik. Keenam lainnya merupakan bentuk hak untuk 
menikmati hasil atas tanah yang ditentukan oleh Negara. Peraturan 
Pemerintah (PP) No 24 yang disahkan oleh Presiden Suharto pada tahun 
1997 menyediakan kerangka prosedur bagi pengakuan atau pemberian 
berbagai klasifikasi hak atas tanah. Di bawah PP ini, tanah dibagi dua: 
Tanah adat, dimana pengakuan diberikan kepada hak-hak yang sudah 
ada sebelum pemberlakuan UUPA, atau disebut Hak Lama; yang kedua 
adalah Tanah Negara, yang terbuka untuk dibagikan untuk badan-badan 
privat, atau disebut Hak Baru. Meski pengaturannya tidak terbatas pada 
perseorangan, pada prakteknya „badan-badan privat‟ yang menerima 
sertifikat tanah diberikan tanpa pengecualian kepada perseorangan. 
Sementara UUPA dan sejumlah peraturan pengelolaan 
sumberdaya alam turunannya memberi perhatian besar terhadap 
pengakuan atas hak ulayat (atau dengan nama lain seperti hak adat), 
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sejauh ini terdapat fakta tentang pengakuan de facto dengan kemampuan 
politik yang rendah. Satu pengecualian penting bagi prosedur untuk 
pengakuan terhadap „sertifikat tanah komunal‟ bagi masyarakat adat 
seperti diatur lewat Keputusan Menteri Pertanahan Tahun 1999, yang 
menyediakan pedoman bagi pendaftaran tanah adat (KepMen No. 5 
Tahun 1999). 
e. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang  
Bentuk pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan hukum adat 
juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang, dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 dari Undang Undang 
tersebut menyatakan bahwa: 
“Penggantian yang layak diberikan pada orang yang dirugikan 
selaku pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumberdaya 
alam seperti hutan, tambang, bahan galian, ikan dan atau ruang 
yang  dapat mebuktikan bahwa  secara langsung dirugikan sebagai 
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana 
tata ruang dan oleh perubahan nilai ruang sebagai akibat penataan 
ruang. Hak tersebut didasarkan atas ketentuan perundang-
undangan ataupun atas dasar hukum adat dan kebiasaan yang 
berlaku”.  
 
f. Undang-Undang Nomor  11 tahun 1974 tentang Pengairan   
Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, 
dijumpai  ada satu Pasal yang berkenaan dengan hukum adat yaitu Pasal 
3 Ayat 3 yang menyatakan bahwa: 
“pelaksanaan atas ketentuan tentang hak menguasai dari negara 
terhadap air tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat 




g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tentang 
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat 
Hukum Adat.  
Permen yang dijanjikan Menteri Agraria untuk mengakui keberadan 
tanah ulayat dalam saresehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara  ini 
diterbitkan tgl 24 Juni 1999 mendefinisikan Hak Ulayat dalam Pasal 1 Ayat 
1 sebagai berikut:  
“Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, 
(untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang 
menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu 
atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para 
warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, 
termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup 
dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan 
batiniah turuntemurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum 
adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.” 
 
h. Undang-Undang Nomor  5  tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 
Kehutanan. 
Masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk memungut hasil 
hutan dari hutan ulayat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat 
hukum adat dan anggota-anggotanya. Peraturan-peraturan yang 
mengatur hak memanfaatkan sumberdaya hutan dapat dijelaskan antara 
lain pada Pasal 17 Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-
Pokok Kehutanan :  
“Pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, hukum adat dan 
anggotaanggotanya serta hak-hak perseorangan untuk 
mendapatkan manfaat dari hutan, baik langsung maupun tidak 
langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum, 
sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh 
mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam 
Undang-Undang ini”.  
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i. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
Saat ini Undang-Undang Nomor  5  tahun 1967 tentang Pokok-
Pokok Kehutanan telah diganti  dengan terbitnya Undang-Undang 
Kehutanan No 41 tahun 1999 yang kemudian pada tanggal 16 Mei 2013 
dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 sehingga 
telah diubah beberapa Pasal, diantaranya,  Pada Pasal 1 Ayat 6 dalam 
ketentuan umum dikatakan dengan tegas bahwa: “Hutan adat adalah 
hutan  yang berada dalam wilayah masyatakat hukum adat”.  
Sehingga hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan hak 
tetapi sebenarnya dalam pelaksanaannya, kemudian tetap 
memperhatikan bahwa Negara mengakui adanya wilayah masyarakat 
hukum adat dan hutan adatnya. Dengan melalui syarat yang terdapat  
dalam Pasal 67 Ayat 2 dikatakan bahwa:  
“Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat  
sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah”. 
 
Namun demikian, setelah dikelurkannya Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 pada tanggal 16 Mei 2013 atas perubahan 
beberapa Pasal dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, sehingga membawa perubahan baru dalam pengakuan hak-
hak masyarakat hukum adat, tinggal bagaimana pelaksanaannya oleh 
Pemerintah yang diberikan amanat dapat secepatnya merealisasikan 
Putusan Mahkamah Konstitusi. 
Terkait realisasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 
tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan mengeluarkan 
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Permenhut Nomor : P.62/Menhut-II/2013 Tentang  Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012. Permenhut 
No.62 tersebut memuat prosedur pengukuhan hutan adat yang saat ini 
tengah diupayakan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dan pihak 
Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, 
Provinsi Sulawesi Selatan.  
 
C. Eksistensi Hutan Adat Ammatoa 
1. Sistem Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat 
Ammatoa 
Kelestarian hutan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 
Sulawesi Selatan tak lepas dari payung hukum adat yang selama ini 














Sumber : Jurnal  Hutan Dan Masyarakat  Vol. III No. 2 Agustus 2008 
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Melalui pasang, masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang 
menghayati bahwa keberadaan mereka merupakan komponen dari suatu 
sistem yang terkait secara sistemik dengan Turi‟e A‟Ra‟na, pasang 
Ammatoa (leluhur pertama), dan tanah yang telah diberikan oleh Turi‟e 
A‟Ra‟na kepada leluhur mereka. Bagi masyarakat kajang, merawat hutan 
merupakan bagian dari ajaran Pasang, karena hutan merupakan bagian 
dari tanah yang diberikan oleh Turi‟e A‟Ra‟na kepada leluhur suku kajang. 
Mereka meyakini bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan ghaib yang 
dapat mensejahterahkan dan sekaligus mendatangkan bencana ketika 
hutan tersebut tidak dijaga kelestariannya. Kekuatan tersebut menurut 
mereka berasal dari arwah leluhur masyarakat kajang yang senantiasa 
menjaga kelestarian hutan agar terbebas dari niat-niat jahat manusia. Jika 
ada orang yang berani merusak kawasan hutan, misalnya menebang 
pohon dan membunuh hewan yang ada di dalamnya, maka arwah para 
leluhur tersebut akan menurunkan kutukan. Kutukan tersebut dapat 
berupa penyakit yang diderita oleh orang yang bersangkutan, atau juga 
mengakibatkan berhentinya air yang mengalir di lingkungan tana toa 
kajang.32 
Masyarakat hukum adat Ammatoa disamping memiliki Pasang ri 
Kajang juga memiliki Struktur lembaga adat Ammatoa yang dikenal 
sebagai appa' pa'gentunna anaya na pa'tungkulu'na langi'  (empat 
penggantung bumi dan penopang langit) yaitu : (1) Ada' yang harus tegas 
gattang); (2) Karaeng yang harus menegakkan kejujuran (lambusu); (3) 
                                                             
32
   http://ighoelmachete.wordpress.com/2013/01/19/kosmologi-masyarakat-adat-
ammatoa-kajang/ Diakses 28 Januari 2014  
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Sanro (dukun) yang harus pasrah apisona); dan (4) Guru yang harus 
sabar sa'bara). Adapun struktur kelembagaan adat Ammatoa menurut 
Ibrahim, dapat dilihat pada Gambar berikut : 
 
Gambar : Struktur Lembaga Adat Ammatoa 
 
Sumber : Jurnal  Hutan Dan Masyarakat  Vol. III No. 2 Agustus 
2008 
 
Tugas dan Fungsi dari Struktur Kelembagaan Adat Ammatoa terdiri 
atas : 
a. Ammatoa mempunyai fungsi dan  peran menurut Pasang ri 
Kajang sebagai berikut :  
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1)  Sebagai orang yang dituakan, artinya bahwa Ammatoa 
adalah pelindung, pengayom dan suri teladan bagi semua 
warga komunitas. 
2) Sebagai penghubung manusia - Tu Rie' A'ra'na dan Tu Rie' 
A'ra'na - Manusia. Menghubungkan harapan-harapan 
komunitas dan gagasan keilahian (upaya penyelarasannya 
melalui pa'nganroang).   
3) Ammatoa menjadi katup pengaman ketegangan-ketegangan 
sosial antar komunitas.   
4) Bertanggung jawab  terhadap pelaksanaan kelestarian 
Pasang ri Kajang.   
b. Anrongta ri Pangi dan Anrongta ri Bongkina bertugas mengurus 
perlengkapan-perlengkapan pada upacara adat, dan juga 
bertugas mencari Ammatoa berikutnya.  
c. Ada' Limayya, merupakan salah satu perangkat adat yang 
statusnya setingkat dengan Karaeng Tallua. Anggotanya 
sebanyak lima orang dengan tugas-tugas tersendiri. Kelima 
orang tersebut masing-masing :  
1) Galla Pantama bertempat di Bonto Pao memiliki tugas 
pa'lamunglamungang, yaitu menentukan waktu mulai 
menanam dengan melihat tanda-tanda (tanra). Seperti mulai 
berbunganya pohon Dande    (Hopea dolosa) menandakan 
mulai diadakannya abborong (musyawarah) yang dipimpin 
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oleh Galla Pantama untuk menentukan waktu menanam 
padi.  
2) Galla Lombo bertugas mengurus masalah pemerintahan 
pada daerah-daerah takluk Ammatoa dan urusan keluar 
masuk kawasan adat. Sekarang dijabat oleh Kepala Desa 
Tana Toa.  
3) Galla Anjuru bertugas dalam bidang pekerjaan yang 
berhubungan dengan nelayan (perikanan), menentukan 
waktu yang baik unrtuk turun ke laut dan menangkap ikan.  
4) Galla Kajang bertempat di Pangi, bertugas mengurusi pesta-
pesta adat dan yang berhubungan dengan Pasang 
keagamaan dan pelanggaran (kriminal).  
5) Galla Puto bertempat di Benteng, bertugas sebagai juru 
bicara Ammatoa dan sebagai pengawas langsung tentang 
pelaksanaan Pasang ri Kajang. Ada' Limayya pada mulanya 
dijabat langsung oleh putra-putri Ammatoa pertama. 
Kemudian setelah mereka  meninggal, jabatan itu dipegang 
oleh  keturunan mereka berdasarkan petunjuk Pasang ri 
Kajang. 
d. Karaeng Tallua sebagai salah satu perangkat adat dalam 
struktur lembaga adat Ammatoa, memiliki tiga orang personil, 
yaitu (1) Karaeng Kajang (labbiriyah); (2) Sullehatang; dan (3) 
Moncong Buloa. Tugas yang dipercayakan kepada Karaeng 
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Tallua yaitu mendampingi Galla Pantama pada setiap 
berlangsungnya pesta adat.  
e. Lompo Ada' (Ada' Buttaya) bertugas dalam bidang-bidang :  
1) Ada' ri Tana Lohea. Perangkat adat ini mempunyai lima 
orang personil yang kesemuanya berasal dari Ada' Limaya 
dengan tugas tersendiri. Galla Pantama dengan status 
sebagai penghulu adat atau adat utama; Galla Lombo 
dengan tugas yang berhubungan dengan urusan 
perbelanjaan; Galla Kajang bertugas mengurus perkara-
perkara dan hukum serta persoalan-persoalan kriminal; 
Galla Puto bertugas sebagai juru bicara Ammatoa; dan Galla 
Anjuru bertugas mengurusi bagian perlengkapan.  
2) Adat pelaksana pemerintahan, yang terdiri dari tujuh anggota 
yaitu : (1) Guru bertugas sebagai pembaca doa dan 
mantera-mantera; (2) Kadahangnga bertugas dalam bidang 
pertanian; (3) Lompo Karaeng bertugas membantu Ada' 
Limaya ri Tana Lohea dalam pelaksanaan pesta dan 
upacara adat; (4) Sanro Kajang, bertugas untuk menjaga 
dan memelihara kesehatan rakyat; (5) Anrong Guru, 
bertugas dalam urusan pertahanan dan keamanan; (6) 
Lompo Ada'  bertugas juga sebagai pendamping adat jika 
berlangsung pesta adat; dan (7) Galla Malleleng  bertugas 
dalam urusan perbelanjaan  dan keuangan. 
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f.  Ada' Akkeke Butta, terdapat lima anggota dengan tugas pokok 
memelihara dan memperbaiki saluran air dan pengairan. Itulah 
sebabnya mereka disebut Ada' Akkeke artinya anggota adat 
yang bertugas untuk mengatur hal-hal yang berhubungan 
dengan urusan penggalian tanah khususnya menyangkut soal 
saluran air dan pengairan. Personilnya ialah: (1) Galla Ganta; 
(2) Galla Sangkala; (3) Galla Sapa; (4) Galla Bantalang;  dan (5) 
Galla Batu Pajjara.   
Suasana kehidupan masyarakat hukum adat Ammatoa penuh 
dengan berbagai pantangan dan pemali. Mereka meyakini bahwa salah 
satu pemali yang harus dijaga kesakralannya adalah Pasang ri Kajang itu 
sendiri. Karenanya, Pasang ri Kajang menurut keyakinan komunitas adat 
Ammatoa berisi kebenaran yang pantang untuk diubah. Kebenaran yang 
terkandung di dalamnya berlaku sepanjang jaman. Beberapa pantangan 
dan pemali yang tidak boleh dilakukan di hutan adat Ammatoa yaitu 
larangan menebang pohon, mengambil rotan dan tali, menangkap udang 
dan ikan, memburu satwa di Borong Karama' dan mengganggu bani. 
Larangan-larangan tersebut dibarengi sanksi-sanksi adat. Adapun Hutan 
adat ke-Ammatoa-an (Boronna I Bohe) dibagi ke dalam tiga zona,  yaitu : 
a. Hutan Keramat (Borong Karama'), merupakan zona pertama 
dari hutan adat  yang    menurut  pasang terlarang (kasipalli) 
untuk dimasuki, ataupun mengganggu flora dan fauna yang 
ada di dalamnya. Borong Karama' hanya boleh dimasuki oleh 
Ammatoa dan anggota adat apabila ada upacara adat (upacara 
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pelantikan Ammatoa, Pa'nganroang). Borong Karama' dibagi 
menjadi delapan yaitu : Borong Pa'rasangeng Iraja, Borong 
Pa,rasangeng Ilau' Borong Tappalang, Borong Tombolo, Borong 
Karanjang, Borong Tunikeke, Tuju Erasaya dan Borong 
Pandingiang. Konon kabarnya, apabila ada orang dari luar yang 
masuk di zona ini, orang tersebut tidak bisa keluar. Kalaupun 
bisa keluar, orang tersebut akan meninggal. Begitu juga dengan 
anjing, kalau berhasil keluar anjing  tersebut  tidak  bisa 
menggonggong lagi. 
b. Hutan Perbatasan (Borong Battasayya), hutan ini merupakan 
zona kedua  dari  Borong  Karama'.  Antara Borong  Karama'  
dan  Borong Battasayya dibatasi oleh jalan setapak yang 
digunakan oleh Ammatoa dan anggota   adat   sebagai   jalan   
untuk masuk  di  Borong  Karama'  untuk upacara ritual 
komunitas. Borong Battasayya terdapat di Hutan Pa'rasangeng 
Iraja. Di Borong Battasayya,   komunitas   Ammatoa   di Tana 
Kamase-masea maupun di Tana Kuasayya diperbolehkan 
mengambil kayu dengan syarat-syarat tertentu.  
c. Borong Luarayya merupakan hutan rakyat yang belum dibebani 
hak milik. hutan   ini   terletak   di sekitar kebun masyarakat ke-
Ammatoa- an dengan luas ± 100 Ha. Dari hutan inilah 
masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka terhadap kayu 
dengan persyaratan yang sama pada pengambilan  kayu  di  
Borong Battasayya. 
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Luas kawasan hutan Tana Toa yang meliputi Hutan Keramat 
(Borong Karama') dan Hutan Perbatasan (Borong Battasayya) menurut 
hasil tata batas  yang  dilakukan oleh Dinas Kehutanan  Kabupaten  
Bulukumba  yaitu 331,17 ha, yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai 
Hutan Produksi Terbatas (HPT).33 
Pada perkembangan, masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang 
tersisihkan ketika berhadapan dengan program pembangunan 
pemerintah. Seringkali dengan alasan demi kepentingan umum, hak-hak 
mereka dikorbankan pemerintah. Sejak pemerintahan orde baru berbagai 
UU dan peraturan dibuat guna membatasi keberadaan masyarakat hukum 
adat. 
Kehancuran pengakuan hak atas wilayah adat Kajang makin terasa 
setelah terbitnya Kepmenhut nomor: 504/Kpts-II/1997 tentang penetapan 
kawasan hutan adat Kajang seluas 331,17 hektar sebagai hutan produksi 
terbatas. Kawasan hutan di Tana Towa Kajang ditetapkan sebagai Hutan 
Produksi Terbatas, hal tersebut bisa dibaca dalam buku Tata Guna Hutan 
Kesepakatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1999. 
Dengan status kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut 
secara otomatis akan berbenturan dengan pengurusan kawasan hutan 
yang dilakukan oleh Masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang dan sudah 
berlangsung secara turun-temurun bahkan sebelum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia terbentuk, dimana sudah ada kearifan-kearifan lokal 
masyarakat adat Kajang. 
                                                             
33
  Muh Dassir . Pranata Sosial Sistem Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Kajang . 
Jurnal  Hutan Dan Masyarakat. Vol. III No. 2 Agustus 2008. Hlm 136-141 
78 
Kabid Budaya Pariwisata  Hj.Muhammad Nur dan Staf Seni Budaya 
Daerah Akmal saat diskusi bersama penulis beranggapan memang pada 
dasarnya hutan adat ammatoa ditetapkan oleh Kepmenhut adalah 331,17 
hektar dengan status hutan produksi terbatas, namun dalam hal 
pengakuan hutan adat semestinya diawali dengan pengakuan masyarakat 
hukum adat yang diatur terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah 
sebagaimana Pasal 67 Ayat 2 UU Kehutanan, untuk itu perlu perda 
pengakuan masyarakat hukum adat dan sejalan dengan itu maka 
diperlukan batas-batas dan luas wilayah masyarakat hukum adat 
ammatoa, ditafsirkan ada sekitar ±700 hektar  yang dikleim oleh 
masyarakat hukum adat ammatoa sebagai wilayah adatnya. 
Perkembangan aturan dalam bidang kehutanan yang saat ini telah 
memberikan status hutan adat adalah hutan hak pada akhirnya status 
hutan produksi terbatas di wilayah hutan masyarakat hukum adat 
ammatoa sesuai penetapan oleh Kepmenhut, akan segera berubah 
tergantung dari Perda kedepannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bulukumba, secara hukum diketahui bahwa Putusan Mahkamah 
Konstitusi itu memiliki kekuatan “final” dan “mengikat”.  
2. Implikasi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Terhadap Hutan Adat 
Ammatoa 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 perihal 
pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dibacakan 
pada tanggal 16 Mei 2013 adalah moment penting yang menandai babak 
baru pengakuan Masyarakat Hukum Adat di negeri ini. 
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Keputusan dimaksud makin memperjelas bagaimana kriteria-
kriteria pengakuan masyarakat hukum adat yang sudah ada diterapkan di 
tingkat Operasional, oleh karena itu, kehadiran keputusan MK No.35/PUU-
X/2012 menjadi sangat penting untuk dicermati prospek masa depannya, 
karena keputusan ini bermuatan makna ekonomi yang sangat kuat 
(Masyarakat Hukum Adat sebagai Subyek Hukum/Subyek Hak Atas Hutan 
Adat), yang relative berbeda dengan pengakuan-pengakuan yang selama 
ini lebih bersifat “simbolik”. 
Dalam hal pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek 
hukum dapat ditemui dalam putusan MK No.35/PUU-X/2012 pada 
halaman 168, yang bunyinya sebagai berikut: 
“… dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal 
penting dan fundamental tersebut masyarakat hukum adat tersebut 
secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai “penyandang 
hak” yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani 
kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah 
subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat 
yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah 
mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika 
hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka 
pengalokasian sumber-sumber kehidupan” 
 
Perlu dipahami bahwa tiga dari putusan sebelumnya juga 
mengandung  tentang kriteria pengakuan masyarakat hukum adat, hal itu 
dapat ditemukan dalam putusan MK No. 010/PUU-l/2003 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perbuahan 
atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantam 
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Singingi, dan kota Batam; Putusan MK No. 31/PUU-V/2007 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2007 tentang  Pembentukan  
Kota Tual  Di provinsi Maluku; dan Putusan MK No. 6/PUU-Vl/2008 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai 
Kepulauan. 
Keputusan-keputusan MK dimaksud dirujuk dalam putusan MK No. 
35/PUU-X/2012, termasuk dalam menilai keabsahan legal standing 
Kenagaraian Kuntu (Riau) dan Kesepuhan Cisitu (Jawa Barat). 
Sehingga dapat dirumuskan kriteria-kriteria pengakuan keberadaan 
masyarakat hukum adat, diantaranya: 
a. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat secara de facto masih 
hidup (actual existence) baik yang bersifat territorial, genealogis, 
maupun yang bersifat fungsional setidak-tidaknya mengandung 
unsur-unsur (tidak bersifat kumulatif): 
(1) Adanya masyarakat  yang warganya memiliki perasaan 
kelompok “in group feeling”. 
(2) Adanya pranata pemerintahan adat 
(3)  Adanya harta kekayaan dan/atau benda‐ benda adat; 
(4) Adanya perangkat norma hukum adat; dan khusus 
 khusus pada  
kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga
 terdapat unsur 
(5) Adanya wilayah tertentu. 
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b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya dipandang sesuai sengan perkembangan 
masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: 
(1) Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang 
yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai 
yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik 
undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat 
sektoral, seperti bidang agrarian, kehutaan, perikanan, dan 
lain-lain maupun dalam peraturan daerah; 
(2) Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati 
warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun 
masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan 
hak-hak asasi manusia. 
c. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia apabila kesatuan masyrakat hukum adat tersebut 
tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagai sebuah kesatian politik dan kesatuan hukum, 
yaitu: 
(1) Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
(2) Substansi norma adatnya sesuai dan tidak bertentangan 
dengan  peraturan perundang-undangan. 
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Persoalan prinsip Pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat 
dapat dilihat dari dalil pemohon dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi 
yang terdapat dalam Putusan MK No.35/PUU-X/2012, sebagai berikut:  
“[3.13.2]… (hlm 177-178) Para pemohon menyatakan – suatu 
masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menentukan nasib 
sendiri, secara bebas menentukan status politik mereka dan secara 
bebas mengejar kemajuan ekonomi social dan budaya mereka. 
Menurut Mahkamah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
semula merupakan wilayah jajahan Belanda, kemudian menjadi 
wilayah Negara yang merdeka dan berdaulat, yang diikat dalam 
kesepakatan-kesepakatan, yang kemudian dituangkan dalam 
sepekatan tertulis, UUD 1945. Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia terbentang dari Sabang Hingga Marauke. Pendapat para 
Pemohon tersebut di atas dapat berimplikasi pada upaya pemisaha 
diri masyarakat hukum adat untuk mendirikan Negara baru yang 
lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (saparatisme). 
Keberadaan masyarakat hukum adat demikian tidak sesuai dengan 
prinsip –tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 
prinsip- Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jikapun ada 
kebebasan, hal tersebut telah diatur pembatasannya dalam 
Undang-Undang tentang otonomi daerah serta Undang-Undang 
lainnya dan masih dalam bingkai dan cakupan, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.” 
 
Persoalan pengakuan masyarakat hukum adat dalam peraturan 
tertulis guna mendapatkan Legal Standing itu sendiri ditemukan pelajaran 
berharga dari masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu dan masyarakat 
hukum adat Kesepuhan Cisitu, demikian terdapat (di halaman 184) 
Putusan MK No.35/PUU-X/2012 , sebagai berikut: 
“…Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B Ayat (2) UUD 
1945 hingga saat ini belum terbentuk.  Oleh karena kebutuhan 
yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir 
sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk. Hal tersebut 
dapat dipahami dalam rangka mengisi kekosongan hukum. Dengan 
demikian, pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan sepanjang 
peraturan tersebut menjamin kepastian hukum yang Berkeadilan‟. 
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Dalam Putusan MK No.35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi 
menilai Kenagerian Kuntu dan Kesepuhan Cisitu sebagai masyarakat 
hukum adat. Padahal, pada kedua masyarakat hukum adat itu tidak ada 
peraturan daerah khusus yang menentukan mereka sebagai masyarakat 
hukum adat (sebagaimana yang dikehendaki berdasarkan Pasal 67 UU 
Kehutanan, misalnya). Penilaian mahkamah konstitusi bahwa kedua 
komunitas tersebut memenuhi kualifikasi sebgai masyarakat hukum adat 
adalah yang pertama kalinya dalam sejarah pengakuan oleh pengadilan 
terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. 
Terkait keberadaan Kenegerian Kuntu terdapat Peraturan Daerah 
Kabupaten Kampar No.12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat. Perda 
itu mengatur tentang hak tanah ulayat secara umum, tidak secara khusus 
menentukan  bahwa Masyarakat Kenegerian Kuntu sebagai masyarakat 
hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat Kesepuhan Cisitu 
dihubungkan dengan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 
430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan 
Masyarakat Adat Cisitu Banten Kidul di Kabupaten Lebak. 
Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 67 UU Kehutanan yang 
menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagai alas hukum untuk 
menentukan status hukum masyarakat hukum adat harus dibaca sebagai 
salah satu jenis alas hukum. Sehingga Peraturan Daerah bukanlah alas 
hukum satu-satunya, sebab dalam praktiknya, pengakuan terhadap 
keberadaan masyarakat hukum adat juga dilakukan dengan  keputusan 
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bupati, bahkan dengan putusan pengadilan sebagaimana yang dilakukan 
oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini. 
Melihat hal demikian, terkait penetapan kawasan hutan adat 
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan mengeluarkan 
Permenhut Nomor : P.62/Menhut-II/2013 Tentang  Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang 
Pengukuhan Kawasan Hutan yang memuat prosedur penetapan 
masyarakat hukum adat seperti berikut: 
“Bunyi Pasal 1 Ayat (4) P.62/Menhut-II/2013 Diantara Pasal 24 dan 
Pasal 25 disisipkan 1 Pasal baru yaitu Pasal 24A  yang berbunyi 
sebagai berikut :  Pasal 24A Ayat (1) Keberadaan masyarakat 
hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi atau 
Kabupaten/Kota.; (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Ayat (1) memuat letak  dan batas wilayah masyarakat hukum 
adat yang dinyatakan secara jelas dalam peta wilayah masyarakat 
hukum adat.  (3) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah 
masyarakat hukum adat berada dalam kawasan hutan, dikeluarkan 
dari kawasan hutan.   (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
mengeluarkan wilayah masyarakat hukum adat dari Kawasan 
Hutan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.” 
 
Namun, Permenhut 62/2013 tersebut menguatkan bahwa 
Kemenhut melakukan belitan dan jerat teknis yang sulit dilaksanakan oleh 
masyarakat dan para pihak untuk terjadinya pengakuan hak-hak pihak 
ketiga dalam hal ini hutan adat dalam pengukuhan kawasan hutan. 
Koreksi kedua terhadap UU Kehutanan 41/1999 melalui Putusan 
MK 35/PUU-X/2012. Hasil judicial review yang diajukan oleh Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dua komunitas adat dari 
Kasepuhan Cisitu dan Kenegerian Kuntu.  Hutan adat yang sebelumnya 
merupakan hutan negara, melalui keputusan ini berubah menjadi bagian 
dari hutan hak. Kata negara dihapus dari rumusan Pasal 1 Angka 6 UU 
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Kehutanan. “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah 
masyarakat hukum adat”. 
Respon kementerian kehutanan terhadap Putusan MK. No 35/PUU-
X/2012 ini dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 
1/Menhut II/2013. Salah satu isi dari surat edaran ini, bahwa pengakuan 
hutan adat harus melalui peraturan daerah. Padahal menurut UU 
Kehutanan berdasar Putusan MK No.35/PUU-X/2013, kawasan hutan 
terdiri dari hutan negara, hutan hak dan hutan adat. Hal ini menjadi 
tanggung jawab Kemenhut untuk melakukan pengukuhan kawasan hutan 
tersebut. Jadi Kemenhut harus aktif melakukan langkah-langkah strategis 
dan teknis untuk menjalankan kewajibannya untuk memulihkan hak-hak 
masyarakat adat dengan mengembalikan hutan adat kepada masyarakat 
adat. 
Selama ini, hutan seluas 331 lebih hektar di kawasan adat 
Ammatoa Kajang itu, diakui hanya sebagai hutan produksi terbatas, bukan 
hutan adat. Pengakuan sebagai hutan produksi terbatas berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Kehutanan. 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba kini menyiapkan 
rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pengakuan terhadap 
kawasan masyarakat adat Ammatoa Kajang, Bulukumba. 
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Bulukumba, Nur Jalil, mengaku  
pihaknya telah mendorong Ranperda Pengakuan Masyarakat adat 
Ammatoa Kajang melalui program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2013. 
Ranperda tentang pengakuan Masyarakat adat Ammatoa Kajang akan 
disiapkan dan tinggal menunggu untuk disampaikan ke DPRD Bulukumba. 
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Rencana tersebut didasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 Tentang Kehutanan, Pasal 67  menyebutkan bahwa masyarakat 
hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui 
keberadaannya berhak untuk melakukan pengambilan hasil hutan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.34. 
Saat diwawancarai oleh penulis terkait realisasi putusan Mahkamah 
Konstitusi No.35/PUU-X/2013, Ketua DPRD Bulukumba Andi Hamzah 
Pangki mengatakan bahwa “sudah pernah dilakukan Uji Publik terkait 
Rancangan peraturan daerah pengakuan Masyarakat hukum adat 
Ammatoa Kajang bersama-sama pemerintah dan pemangku adat hingga 
Rancangan peraturan daerah tersebut telah masuk ke DPRD untuk di 
bahas di dalam Prolegda yang akan ditargetkan selesai pada tahun 2014” 
Diskusi publik tersebut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata 
Bulukumba, Taufiq dan Kadis Kehutanan dan Perkebunan Bulukumba,  
Misbawati, serta jajaran pemangku adat Ammato, termasuk Camat Kajang 
A Buyung Saputra. 
Kades Tanah Toa, Kajang, Sultan, mengakui tradisi pengelolaan 
hutan di kawasan adat Ammatoa Kajang, sudah ada sejak lama. Dengan 
adanya Perda, maka, kawasan hutan akan diselamatkan dari perambahan 
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dirinya berharap setelah 
ada perda yang mengatur dan menguatkannya maka hutan tersebut 
dikelola sesuai dengan aturan di kawasan adat Ammatoa itu sendiri. 
                                                             
34
     http://beritabulukumba.com/5124/perda-hutan-adat-ammatoa-segera-rampung 
diakses pada tanggal 10 Februari 2014 
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Agus dari Agfor Indonesia, mengatakan setelah melakukan 
penelitian di beberapa tempat, justru kita harus berterimakasih kepada 
masyarakat adat Ammatoa Kajang yang telah memberikan pembelajaran 
terkait dengan keseimbangan alam. Masyarakat ada Ammatoa Kajang 
memberikan pelajaran dalam hal pengelolaan hutan untuk kesejahteraan 
masyarakat. Menurut Agus, dengan regulasi (Perda) yang akan didorong 
ke DPRD Bulukumba, maka, itu akan melindungi kawasan adat Ammatoa 
Kajang dari krisis dan gempuran budaya dari luar.35 
Terkait Peraturan Daerah masyarakat hukum adat ammatoa 
Kajang, Hading Kepala Dusun Benteng Kawasan adat Ammatoa Desa 
Tana Toa saat diwawancarai oleh penulis menyatakan bahwa 
“masyarakat hukum adat Ammatoa sangat membutuhkan peraturan 
daerah pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan hutan adat 
demi terlepas dari status hutan produksi, disisi lain tidak sepakat dengan 
beberapa isi dari rancangan peraturan daerah tersebut”.  Terkait ketidak 
sepakatannya masyarakat hukum adat Ammatoa terhadap beberapa isi 
dari rancangan peraturan daerah tersebut, Hading beranggapan 
seharusnya pada saat Uji Publik (RanPerda) semestinya melibatkan 
perwakilan paling tidak masyarakat adat Ammatoa yang berdomisili di 
Kajang Dalam, begitupun dalam proses pemetaan batas-batas wilayah 
masyarakat hukum adat Ammatoa guna di perdakan. 
Masyarakat hukum adat Ammatoa telah menunggu hadirnya 
pengakuan dalam bentuk Peraturan Daerah Bulukumba saat ini masih 
                                                             
35
  Ibid 
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dibahas di Prolegda, semestinya dengan hadirnya Perda pengakuan 
masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang (atau dengan nama lain), dapat 















Berdasarkan uraian pada Bab-Bab terdahulu dan bertitik tolak dari 
pokok permasalahan yang telah dirumuskan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perlindungan terhadap hutan adat dalam Peraturan Perundang-
Undangan tidak lepas dari pengakuan masyarakat hukum 
adatnya terlebih dahulu. Kehadiran Frase “sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam 
Undang-Undang” dalam Peraturan Perundang-Undangan telah 
menjadi tantangan bagi eksistensi masyarakat hukum adat, 
Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 menjadi dasar  bagi perlindungan 
eksistensi masyarakat hukum adat. Untuk itu, perlu pengakuan 
Masyarakat hukum adatnya terlebih dahulu yang di atur di 
dalam Peraturan Daerah pengakuan masyarakat hukum adat 
(atau dengan nama lain), sebagaimana Pasal 67 Ayat 2 UU No 
41 Tentang Kehutanan. 
2. Dengan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan, masyarakat 
hukum adat Ammatoa akan senantiasa  menjaga  kelestarian  
hutan. Jika tidak, mereka sendiri yang akan merasakan 
akibatnya. Akan terjadi kekeringan dan gagal panen, serta tidak 
dapat menjalankan aktivitas lainnya yang selalu dibahasakan 
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oleh mereka "kehidupan akan hancur" dalam Pasang ri Kajang 
sebuah aturan yang sampai saat ini masih eksis. Melalui  
Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 oleh 
Pemerintah Daerah dan Instansi terkait beserta DPRD di 
Kabupaten Bulukumba dan Masyarakat hukum adat Ammatoa, 
bersama-sama merancang Peraturan Daerah Pengakuan 
Masyarakat Hukum adat  untuk melindungi Eksistensi hak-hak 
masyarakat hukum adat Ammatoa  termasuk hutan adatnya. 
 
B. Saran 
Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam upaya 
mempertahankan sistem penguasaan lahan oleh masyarakat hukum adat  
antara lain :  
1. Memperkuat aturan-aturan lokal melalui hukum adat dan 
mempercepat pemetaan batas-batas wilayah masyarakat 
hukum adat yang dapat dijabarkan dalam Perda atau hukum 
negara. 
2. Bagi masyarakat hukum adat Ammatoa khususnya, tanah 
mempunyai makna yang luas dan dalam, yaitu sebagai benda 
religious magis. Hendaknya sepanjang hak tersebut diakui dan 
dihormati, Penghormatan tersebut diwujudkan dalam bentuk 
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1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
1.1. Kata ―negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
1.2. Kata ―negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3888)  tidak  
mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  sehingga Pasal 1 
angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan dimaksud menjadi  “Hutan adat adalah hutan 
yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”; 
1.3. Pasal  4  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  
1999  tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara 
tetap  memperhatikan  hak  masyarakat  hukum  adat,  
sepanjang  masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang diatur dalam undang-undang‖; 
1.4. Pasal  4  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  
1999  tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai   
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kekuatan   hukum   mengikat   sepanjang   tidak   dimaknai 
“penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak 
masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang‖; 
1.5. Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  
1999  tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”; 
1.6. Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  
1999  tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hutan 
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak 
termasuk hutan adat”; 
1.7. Penjelasan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  41  
Tahun  1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,  Tambahan  Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia Nomor 3888)  bertentangan  
dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
1.8. Penjelasan  Pasal  5 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  41  
Tahun  1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,  Tambahan  Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat; 
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1.9. Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  
1999  tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
1.10. Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  
1999  tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat; 
1.11. Frasa  “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3)  Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun   1999   Nomor   167,   Tambahan   
Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 3888) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
1.12. Frasa  “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3)  Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun   1999   Nomor   167,   Tambahan   
Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 3888) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga  Pasal  5  
ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang 
Kehutanan dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan status 
hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat 
ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui 
keberadaannya”; 
 
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya; 
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
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Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua 
merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. 
Akil Mochtar Muhammad  Alim,  Hamdan  Zoelva,  Maria  Farida  Indrati,  
dan  Anwar  Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 
tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan 
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah  Konstitusi  terbuka  untuk  
umum  pada  hari  Kamis,  tanggal  enam belas, bulan Mei, tahun dua 
ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB oleh sembilan Hakim 
Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, 
Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, 
Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, 
masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul 
Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon 
dan/atau kuasanya, Pemerintah  atau  yang  mewakili,  dan  Dewan  
Perwakilan  Rakyat  atau  yang mewakili. 
KETUA, 
 




















Dewi Nurul Savitri 
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